
 

 

BUPATI PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR  16  TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA 

PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN 

BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan tertib, lancar, 

transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil 

guna, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa 

standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah dan standar harga satuan digunakan 

untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam 

penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu 

menyusun Peraturan Bupati tentang standarisasi biaya 

kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan 

standarisasi harga pengadaan barang/jasa; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan 

dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi 

Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024; 

 

salinan 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi 

Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 811); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95); 

12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2012 Nomor 81); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA 

KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN 

DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA 

KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 

TAHUN ANGGARAN 2024. 
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Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. 

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 

dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 

belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang 

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 

digunakan sebagai dasar pen5rusunan rancangan 

APBD. 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA 

SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan 

belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan 

fungsi bendahara umum daerah yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 

anggaran. 
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10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 

yang dipimpinnya. 

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan 

dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam 

rangka penJrusunan APBD. 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai bendahara umum daerah. 

15. .Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang 

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari 

suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD 

adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD. 

17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang 

perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 

18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 

oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 
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20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

21. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat 

untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas 

pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis 

profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan organisasi. 

22. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung 

untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik 

negara atau daerah dan diadakan dengan sumber 

pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, 

dan/atau perolehan lainnya yang sah. 

23. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara 

dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan 

sarana pembinaan keluarga serta penunjang 

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 

 

Pasal 2 

 

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya 

Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan 

Barang/Jasa adalah pembakuan Biaya Kegiatan dan 

Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga 

Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan jenis spesifikasi 

dan kualitas yang di gunakan pada tahun anggaran 2024. 

 

Pasal 3 

 

(1) Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya 

Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

(2) Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya 

pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan 

barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 

termuat dalam website 

https://esbh.pekalongankab.go.id. 
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Pasal 4 

 

(1) Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya 

Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak, 

sebagai pedoman penyusunan perencanaan Tahun 

Anggaran 2024. 

(2) Standar biaya kegiatan dan honorarium, biaya 

pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan 

barang/jasa digunakan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

(3) Dalam perencanaan anggaran, standar Standar Biaya 

Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan 

Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa berfungsi 

sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 

dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 

c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

(4) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Kegiatan 

dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi 

Harga Pengadaan Barang/Jasa berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 

dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; 

dan 

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya 

tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi 

tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga 

pasar. 

 

Pasal 5 

 

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa 

berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat 

pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui 

harga tertinggi sebagaimana Pasal 4 serta dapat dinegosiasi 

secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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Pasal 6 

 

Patokan harga untuk jenis-jenis barang tertentu ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum 

dalam e-catalouge dapat berpedoman pada patokan 

harga, jenis dan spesifikasi yang telah tersedia dalam 

daftar e-catalogue yang dikeluarkan oleh Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

b. harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional 

dinas dan suku cadangnya, ditetapkan dengan 

mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen 

tunggal pemegang merk. 

c. harga satuan tanah per m² (meter persegi) untuk 

pengadaan tanah menyesuaikan harga pasar/hasil 

penilai independen/ Nilai Jual Objek Pajak. 

d. harga satuan untuk buku-buku perpustakaan, 

ditetapkan dengan mendasarkan pada harga yang 

dikeluarkan oleh penerbit. 

e. harga satuan untuk obat-obatan generik berpedoman 

pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, 

untuk obat non generik mendasarkan pada harga yang 

dikeluarkan oleh pabrik obat dan harga obat yang dibeli 

dari apotik memakai harga netto apotek ditambah 

keuntungan paling banyak 10% (sepuluh persen). 

 

Pasal 7 

 

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan jenis 

atau nama barang serta harga dalam Peraturan Bupati ini 

dan/atau adanya kenaikan harga yang melebihi harga 

tertinggi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 karena 

adanya kebijakan dari Pemerintah, maka dalam 

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut 

harus dilampiri dengan daftar harga dan spesifikasi teknis 

barang/jasa yang dibutuhkan dari penyedia barang/jasa 

lainnya yang telah dilakukan survei oleh Perangkat Daerah 

yang bersangkutan. 

 

Pasal 8 

 

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya 

Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan 

Barang/Jasa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati 
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ini, dapat berpedoman pada standar harga yang ditetapkan 

oleh Kemeterian/Lembaga/Institusi resmi atau harga 

pasar/pabrikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan/atau Peraturan/Keputusan Bupati 

tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 9 

 

Penetapan standar satuan biaya honorarium sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 besarannya tidak boleh melebihi 

besaran honorarium yang ditetapkan dan Peraturan Bupati 

ini. 

 

Pasal 10 

 

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 dapat dilakukan perubahan dalam hal: 

a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau 

daerah;  

b. terjadi perubahan harga dan berdampak pada 

kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah; dan/atau 

c. penambahan jenis (item) satuan biaya pengadaan 

barang yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati 

ini. 

 

Pasal 11 

 

(1) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 

a. usul perubahan diajukan Kepala SKPD kepada 

Sekretaris Daerah; 

b. Tim penyusun melakukan kajian/verifikasi terhadap 

usulan perubahan dimaksud pada huruf a; 

c. dalam hal usulan perubahan diterima,Sektretaris 

Daerah menetapkan perubahan standar satuan 

harga. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

wajib dilaporkan kepada Bupati. 

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c juga termuat dalam website 

https://esbh.pekalongankab.go.id. 
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Pasal 12 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

 

 

 

Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 17 Mei 2023 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

TTD 

 

FADIA ARAFIQ 
Diundangkan di Kajen 
Pada tanggal 17 Mei 2023 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

 
 TTD 
 
 M. YULIAN AKBAR 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 17 
 
Salinan sesuai aslinya, 
 KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN 
 
 

 
ADITOMO HERLAMBANG, SH 
 Pembina Tk. I 
NIP. 19680517 198903 1 009 
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BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN 

STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN  

 

 

PENJELASAN BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA 

PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN 

 

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

 

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan 

yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

untuk kepentingan pemerintahan daerah. 

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh 

pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. 

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka : 

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 

b. mengikuti rapat, seminar, study banding/tiru, dan kegiatan sejenis 

lainnya; 

c. pengumandahan (detasering); 

d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; 

e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau 

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, 

untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang 

kesehatannya guna kepentingan jabatan; 

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, 

karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan 

tugas; 

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji 

kesehatan pegawai negeri; 

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara 

Diploma/S1/S2/S3; dan 

LAMPIRAN  PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG 

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN 

HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN 

DAN STANDARISASI HARGA 

PENGADAAN BARANG / JASA 

KEBUTUHAN PEMERINTAH 

KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 

ANGGARAN 2024.  
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i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; 

j. Menjadi pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara. 

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan 

beberapa prinsip antara lain : 

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan 

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; 

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja 

satuan kerja perangkat daerah; 

c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan 

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas 

dan pembebanan perjalanan dinas. 

 

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut : 

a. uang harian; 

b. biaya transport; 

c. biaya penginapan; dan 

d. uang representasi perjalanan dinas. 

 

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

1.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, calon pegawai 

negeri sipil, dan pihak lain dalam menjalankan perintah 

perjalanan dinas di dalam negeri paling sedikit 20 (dua 

puluh) kilometer dari tempat tugas sampai ke tempat tujuan. 

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan 

uang saku, keperluan uang transportasi lokal, dan keperluan 

uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang 

dari 20 (dua puluh) kilometer hanya dapat diberikan uang 

transportasi lokal. 

1.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan 

dalam rangka menjalankan perintah perjalanan dinas di 

dalam wilayah Kabupaten Pekalongan dengan jarak yang 

ditempuh dari tempat tugas ke tempat tujuan paling sedikit 

dari 5 (lima) kilometer. 

1.3. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam 

rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan 

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam 

daerah atau di luar daerah. 

1.4. Diklat / Bintek / Kursus / Workshop lebih dari dua hari 

diberikan satu kali uang harian perjalanan dinas untuk 
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keperluan keberangkatan dan satu kali uang harian untuk 

keperluan kepulangan sesuai dengan daerah tujuan 

selebihnya diberikan sesuai uang harian diklat. 

1.5. Uang harian untuk keperluan perjalanan dinas diberikan 

secara lumpsum sesuai tanggal pelaksanaan perjalanan 

dinas. 

 

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas 

2.1 Uang Representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada 

pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang 

melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. 

2.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas diberikan sebagai 

pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan 

sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan 

pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya 

tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. 

2.3 Uang Representasi Perjalanan Dinas diberikan secara 

lumpsum sesuai tanggal pelaksanaan perjalanan dinas dan 

diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. 

2.4 Uang Representasi Perjalanan Dinas untuk keperluan 

Diklat/Bintek/Kursus/Workshop lebih dari dua hari dapat 

diberikan uang representasi perjalanan dinas sesuai tanggal 

pelaksanaan Diklat / Bintek / Kursus / Workshop. 

 

3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

3.1 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur 

sipil negara, dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan 

dinas dan memerlukan biaya penginapan. 

3.2 Biaya penginapan dapat diberikan penggantian melebihi dari 

satuan biaya tersebut asalkan dibuktikan dengan kwitansi 

dari hotel/ penginapan yang bersangkutan dengan ketentuan 

di kota tempat menginap tidak tersedia hotel/penginapan 

sesuai fasilitas penginapan. 

3.3 Biaya penginapan 1 kamar yang digunakan untuk 2 orang 

atau lebih dapat melebihi standar fasilitas, dengan ketentuan 

tarif riil maksimal sebesar gabungan tarif standar 

bersangkutan. 

3.4 Biaya penginapan dibayarkan secara dengan biaya yang 

dikeluarkan (at cost). 
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3.5 Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya 

penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum 

sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dari tarif penginapan di kota 

tempat tujuan. 

 

4. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas 

4.1 Biaya transport Pergi Pulang (PP) dari tempat tugas ke tujuan 

dibayarkan diluar uang harian dan dengan biaya yang 

dikeluarkan (at cost). 

4.2 Biaya transport PP menyesuaikan Moda Transportasi dan tarif 

yang berlaku pada saat melaksanakan perjalanan dinas 

dengan biaya yang dikeluarkan (at cost). 

4.3 Biaya transport Pergi Pulang (PP) yang melakukan perjalanan 

dinas menggunakan pesawat/kereta api yang melebihi satuan 

biaya apabila tidak tersedia tiket sesuai standar fasilitas dapat 

diberikan penggantian melebihi dari satuan biaya tersebut 

dengan dibuktikan harga tiket dengan biaya yang dikeluarkan 

(at cost). 

4.4 Biaya TOL dapat diberikan sepanjang memerlukan TOL dan 

dibayar dengan biaya yang dikeluarkan (at cost). 

4.5 Transport keberangkatan dan kepulangan perjalanan dinas 

rombongan dapat menggunakan sewa mobil, dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan 

transport perjalanan dinas per orang. 

4.6 Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/ 

pribadi, dalam perencanaan/penganggaran ditentukan biaya 

transport untuk penggantian BBM dengan analisa kebutuhan 

rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 7 Km, 

besaran bahan bakar dalam Peraturan Bupati ini sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 

dalam penggunaan/pelaksanaan sesuai dengan biaya yang 

dikeluarkan (at cost). 

4.7 Perencanaan/penganggaran BBM kendaraan dinas jabatan 

dan operasional ditentukan sebesar 10 liter perhari, 

sedangkan kendaraan dinas operasional ambulance/ 

jenazah/perpustakaan sebesar 15 liter per hari, sesuai 

kemampuan keuangan daerah. 

4.8 Biaya Rapid Test untuk kepentingan perjalanan dinas luar 

daerah dapat diberikan sepanjang memerlukan Rapid Test 

dan dibayar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (at cost). 
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5. Satuan Biaya Uang Harian dan Biaya Penginapan bagi Non Pegawai 

Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas. 

5.1 Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas 

untuk kepentingan Negara/ Pemerintah atau dalam rangka 

pengiriman untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan/ kursus/ 

bimbingan teknis/pameran dapat diberikan Uang Harian  dan 

Biaya Penginapan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Uang Harian maksimal 75 % (tujuh puluh lima prosen) 

sesuai tingkat pendidikan. 

b. Biaya Penginapan maksimal 75 % (tujuh puluh lima 

prosen) sesuai tingkat pendidikan apabila menginap dan 

tidak ditanggung oleh penyelengara. 

Dan diberikan secara lumpsum. 

5.2 Yang dimaksud Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dalam 

Peraturan Bupati ini adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT), 

Pegawai Swasta dan Masyarakat. 

 

6. Jarak antar ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan 

(dalam Km). 

KAJEN

20 KANDANGSERANG

25 39 PANINGGARAN

23 43 48 LEBAKBARANG

34 54 59 45 PETUNGKRIONO

21 41 56 32 23 TALUN

15 35 40 26 19 6 DORO

6 26 31 17 28 15 9 KARANGANYAR

9 29 34 32 43 30 24 15 KESESI

15 35 40 38 38 25 19 21 13 SRAGI

21 41 46 44 44 31 25 24 18 5 SIWALAN

9 29 34 32 21 19 13 15 19 6 13 BOJONG

11 31 36 22 31 18 12 5 20 12 18 6 WONOPRINGGO

15 35 40 26 27 14 8 9 24 11 17 5 4 KEDUNGWUNI

22 42 17 33 26 13 7 16 31 18 24 12 11 7 KARANGDADAP

20 40 45 31 32 19 13 14 29 16 12 10 9 5 6 BUARAN

21 41 46 37 38 25 19 20 24 11 6 12 18 11 12 6 TIRTO

18 38 43 41 41 28 22 24 21 8 3 9 15 14 15 10 3 WIRADESA

22 42 47 15 45 32 26 28 25 12 7 13 19 17 19 14 7 4 WONOKERTO

0 20 25 23 34 21 15 6 9 15 21 9 11 15 22 20 21 18 22 KAJEN  
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7. Konversi Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

No.
Golongan 

Ruang
Pangkat P3K

1 I/a Juru Muda I

2 I/b Juru Muda Tk. I II

3 I/c Juru III

4 I/d Juru Tk. I IV

5 II/a Pengatur Muda V

6 II/b Pengatur Muda Tk. I VI

7 II/c Pengatur VII

8 II/d Pengatur Tk. I VIII

9 III/a Penata Muda IX

10 III/b Penata Muda Tk. I X

11 III/c Penata XI

12 III/d Penata Tk. I XII

13 IV/a Pembina XIII

14 IV/b Pembina Tk. I XIV

15 IV/c Pembina Utama Muda XV

16 IV/d Pembina Utama Madya XVI

17 IV/e Pembina Utama XVII  

 

8. Standar biaya perjalanan dinas luar negeri. 

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri 

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran 

kementerian negara/ lembaga. 

 

9. Satuan Biaya Sewa Kendaraan 

9.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil 

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan 

biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil 

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan 

biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus 

sedang, dan roda 6 (enam) /bus besar untuk kegiatan yang 

sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). 

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi: 

a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam 

negeri di tempat tujuan; atau  

b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas 

tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas 

serta dilakukan secara selektif dan efisien. 

Satuan Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil 

dimaksud  meliputi : 
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a. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan 

bakar dan pengemudi. 

b. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam 

satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang 

berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat.  

c. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan 

kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling 

tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari 

satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).  

d. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan 

Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan 

kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/ satuan biaya 

lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar / bersifat at 

cost. 

 

9.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor 

dan/atau Lapangan 

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ 

operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan 

biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa 

kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan 

dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui 

pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan 

perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan 

pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi 

kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk 

pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila 

kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh 

karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan 

biaya pemeliharaan. 

1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional 

pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan ini 

dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-

langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga 

fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan 

melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari 

rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang 

dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan 

kendaraan pejabat/ operasional kantor dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Satuan biaya sewa kendaraan operasional 

pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan dapat 
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diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki 

kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka 

menunjang pelaksanaan tugas fungsi.  

3) Mekanisme sewa kendaraan operasional 

pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti 

ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku. 

 

II. SATUAN BIAYA HONORARIUM 

 

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang – undangan, meliputi : 

1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau 

Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA); 

1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 

1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (PPK SKPD); 

1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; 

dan 

1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara 

Penerimaan Pembantu. 

 

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap 

satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola 

Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :  

a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat 

diberikan honorarium sesuai dengan lama kegiatan yang 

dikelola, apabila mengelola lebih dari 1 (satu) kegiatan maka 

diberikan honorarium maksimal 12 (dua belas bulan) dengan 

akumulasi pagu kegiatan yang dikelola, kecuali untuk 

kegiatan pembayaran listrik, telepon, internet, air, koran, 

majalah tidak termasuk akumulasi perhitungan pagu yang 

dikelola oleh pengelola keuangan. 

b. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang merangkap 

sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) 

selaku Pengguna Anggaran dapat diberikan tambahan 

honorarium sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium 

Pengguna Anggaran dalam jabatan sebagai Plt., Plh., atau Pj. 

jabatan lain pada Jabatan yang dirangkapnya. 
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c. Pejabat setingkat yang merangkap Plt., Plh., atau Pj. jabatan 

lain menerima honorarium PA yang lebih tinggi, ditambah 

20% (dua puluh persen) dari honorarium PA yang lebih 

rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang 

dirangkapnya. 

d. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitf yang 

berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang 

merangkap sebagai Plt., Plh., atau Pj. jabatan lain hanya 

menerima honorarium PA pada jabatan PA yang tertinggi. 

e. Honorarium tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt., 

Plh., atau Pj. jabatan lain dibayarkan terhitung mulai tanggal 

menjabat sebagai Plt., Plh., atau Pj., dan diberikan apabila 

mengemban tugas sebagai Plt., Plh., atau Pj. dalam jangka 

waktu paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender. 

f. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi 

belanja pegawai di lingkungan SKPD, PA/KPA dapat 

menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran 

Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau 

Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan mengacu pada 

honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai 

yang dikelolanya. 

g. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium 

penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran paling banyak 10 % (sepuluh prosen) dari pagu yang 

dikelola; dan 

h. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan 

fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan 

honorarium dimaksud. 

 

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA 

2.1 Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa.   

Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa diberikan 

kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran 

(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat 

Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan 

penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/ 

pengadaan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ). 

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh 

PA/KPA menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk 
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melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2.3 PA/KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPKom) dapat diberikan honorarium PA/KPA dan 

PPKom. 

2.4 Honorarium Pengguna Anggaran 

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam 

hal: 

a. menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia 

pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan 

barang/konstruksi/jasa lainnya; atau 

b. menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada 

penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa 

konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2.5 Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota 

UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola 

pengadaan barang/jasa, maka honorarium tersebut 

dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium 

sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran 

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; 

b. Honorarium dapat diberikan kepada anggota  Kelompok 

Kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket; 

dan 

c.  Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota 

UKPBJ hanya dapat diberikan paling banyak sebesar 

Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per 

orang per tahun. 

2.6 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan 

Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan 

pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai 

perangkat pada UKPBJ. 

Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur 

organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah 

ada. 

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi 

tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium. 
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3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ 

JASA (UKPBJ) 

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ 

Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat 

yang berwenangdiberi tugas tambahan sebagai perangkat pada 

UKPBJ. 

Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur 

organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. 

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi 

tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi 

sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat UKPBJ tidak 

diberikan honorarium. 

 

4. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 

4.1  Honorarium tim pelaksana kegiatan. 

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang dalam 

suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu 

tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah, 

sekretaris daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah. 

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan 

honorarium adalah sbb : 

a. mempunyai keluaran (output) jelas dan  terukur; 

b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah : 

1) dengan mengikut sertakan instansi pemerintah diluar 

pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim 

yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau 

2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang 

ditandatangani oleh sekretaris  daerah. 

c. dalam hal pelaksanaan kegiatan teknis dalam lingkungan 

satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang 

ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat 

daerah. 

d. bersifat temporer dan pelaksanaan  kegiatannya perlu 

diprioritaskan; dan 

e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. 

 

4.2  Honorarium Sektretariat Tim Pelaksana Kegiatan. 

 Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi 

tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk 

menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim 
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pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari tim pelaksana kegiatan. 

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk 

untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan 

sekretaris daerah. 

 

5. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan 

kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat 

keputusan kepala daerah. 

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang. 

 

6. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, 

PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA 

6.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas  

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada 

pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan 

pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan 

dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, 

bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, 

lokakarya, foccus group discussion, dan kegatan sejenis 

(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). 

Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium 

narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) 

menit, baik dilakukan secara panel atau individual. 

b. narasumber atau pembahas berasal dari: 

1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 

atau masyarakat; atau 

2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama 

kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat 

daerah dan/atau masyarakat. 

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal 

dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka 

diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) 

dari honorarium narasumber/pembahas. 

6.2 Honorarium Moderator 

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, 

aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh 

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai 
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moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, 

diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, foccus group discussion, dan kegatan 

sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan 

pelatihan). 

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan: 

a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara ; atau 

b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat 

daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi 

sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja 

perangkat daerah dan/atau masyarakat. 

6.3 Honorarium Pembawa Acara 

Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil 

negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara 

dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, 

workshop, sarasehan, simposium, lokakarya,dan kegatan 

sejenis ang mengundang menteri kepala daerah/ wakil 

kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan 

dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau 

masyarakat. 

6.4 Honorarium Panitia 

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara, 

dan pihak lain yang diberi tugas oleh pejabat yang 

berwenang sebagai panitia  atas pelaksanaan  kegiatan 

seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, 

sarasehan, simposium, lokakarya,dan kegatan sejenis 

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan 

berasal dari luar lintas satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara dan/atau masyarakat. 

Dalam hal pelaksanaan  kegiatan seminar, rapat kerja, 

sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, 

lokakarya,dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan 

panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus 

dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan 

urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran 

honorarium untuk anggota panitia. 

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, 

jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 

10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan 
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untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, 

jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling 

banyak 4 (empat) orang. 

6.5 Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara 

Profesional 

Pemberian honorarium jasa Narasumber, Moderator atau 

Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara 

khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman 

tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk 

kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, 

dan kegiatan sejenisnya. 

Pemberian honorarium jasa Narasumber, Moderator atau 

Pembawa Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara 

khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, 

moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan 

bukti pengeluaran riil (pembiayaan at coast). 

 

7. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN 

BERACARA 

 

7.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli 

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli 

diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur 

sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri 

dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan 

keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat 

penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. 

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil 

pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan 

honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi 

keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan 

honorarium dimaksud. 

7.2 Honorarium Beracara 

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, 

pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah 

dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas 

tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan 

tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. 
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8. HONORARIUM ROHANIWAN 

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang 

ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan 

dalam pengambilan sumpah jabatan.  

 

9. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, 

PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA 

WEBSITE. 

9.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal 

Honorarium Tim Penyusun Jurnal diberikan kepada 

penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan 

pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu 

umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa 

struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam 

menyusun jurnal nasional atau internasional dapat 

diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) 

sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 

orang per jurnal. 

9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah 

Honorarium Tim Penyusunan buletin atau majalah diberikan 

kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah 

berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan 

jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut 

diketahui pembaca. 

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah 

berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang 

diterbitkan secara periodik yag ditujukan untuk lembaga 

atau kelompok profesi tertentu. 

 

9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website 

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website 

dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis 

(tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan 

kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola 

oleh pemerintah daerah. 

Dalam hal Pengelola Teknologi Informasi atau Website sudah 

merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah 

diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan, 

pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan 

honorarium dimaksud. 
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10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan 

diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, atau 

pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan 

kewenangan pemerintah daerah. 

 

11. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN 

11.1 Honorarium Penceramah 

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada 

penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan 

dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya 

kepada peserta pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara atau masyarakat; 

b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan 

pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal 

dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau 

masyarakat; atau 

c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja 

perangkat daerah penyelenggara maka diberikan 

honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari 

honorarium penceramah. 

11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja 

perangkat daerah penyelenggara 

Honorarium dapat diberikan kepada Pengajar yang berasal 

dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara 

sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan 

kerja perangkat daerah penyelenggara. 

 

11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja 

perangkat daerah penyelenggara, Honorarium dapat 

diberikan kepada Pengajar yang berasal dari dalam satuan 

kerja perangkat daerah penyelenggara, baik  widyaiswara 

maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium 

diberikan atas kelebihan  jumlah minimal jam tatap muka. 

Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang - undangan. 
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11.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan 

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan 

dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain 

yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat 

keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud 

berpedoman pada ketentuan sebagai berikut : 

a. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan 

minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang - undangan; dan 

b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul 

pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan 

modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase  

penyempurnaan substansi modul pendidikan dan 

pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 

 

11.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan 

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan dapat diberikan kepada Panitia Penyelenggara 

Pendidikan dan Pelatihan yang melaksanakan fungsi tata 

usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator 

kunjungan serta hal-lain yang menunjang  penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi 

bagi yang bersangkutan; 

b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan 

urgensinya; 

c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, 

jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling 

tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan; 

d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, 

jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling 

banyak 4 (empat) orang; dan 

e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 

(empat puluh lima) menit. 
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12. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, 

DAN PRAMUBAKTI. 

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur 

Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas 

kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan 

pejabat yang berwenang/kontrak kerja. 

a. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan 

pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan 

alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 

25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran 

tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan; 

b. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, 

dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan 

ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku; 

c. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan 

honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari 

raya keagamaan; 

d. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu 

wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan 

Bupati ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu 

pada ketentuan tersebut. 

 

III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN 

 

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS 

 

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan 

biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan 

biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang 

digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap 

dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya. 

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang 

besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Penerapan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi : 

a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya 

pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan 

dari daftar inventaris; dan/atau 

b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau 

overhaul. 
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2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan 

biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris 

kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja 

dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan 

genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan 

baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan 

bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum 

termasuk kebutuhan penggantian toner. 

 

IV. HARGA SATUAN UPAH TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN. 

Pembagian wilayah/ Daerah bawah, Daerah atas, Daerah Ekstrim dan 

Daerah Super Ekstrim untuk harga satuan upah tenaga, bahan dan 

peralatan adalah sebagai berikut : 

a. Daerah bawah meliputi Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa, 

Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Bojong, 

Kecamatan Buaran, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan 

Kedungwuni, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Wonopringgo, 

Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Sragi. 

b. Daerah atas meliputi Kecamatan Kandangserang, Kecamatan 

Petungkriyono, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan 

Lebakbarang, Kecamatan Doro, Kecamatan Talun. 

c. Daerah Ekstrim 

Kec.Kandangserang : Desa Sukoharjo, Desa Bubak, Desa 

Bojongkoneng, Desa Luragung, Desa Wangkelang, Desa 

Karanggondang. 

Kec.Petungkriyono  : Desa Curugmuncar, Desa Gumelem, Desa 

Tlogohendro, Desa Tlogopakis. 

Kec.Paninggaran  :  Desa Botosari, Desa Notogiwang, Desa 

Lambanggelun, Desa Bedagung. 

Kec.Lebakbarang  :  Desa Tembelenggunung, Desa Depok, 

Desa Wonosido, Desa Timbangsari, Desa Kapundutan. 

Kec.Talun  :  Desa Jolotigo, Desa Sengare. 

Kec.Doro  :  Desa Sidoharjo. 

Kec.Kajen  :  Desa Brengkolang 

Kec.Kesesi  :  Desa Windurojo dan Desa Ujungnegoro 

(Bagian Atas). 

d. Daerah Super Ekstrim 

Kec.Kandangserang : Desa Klesem, Desa Bodas, Desa 

Gembong, Desa Garungwiyoro, Desa Trajumas. 

Kec.Petungkriyono : Desa Simego, Desa Songgodadi, Desa 

Kayupuring. 
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Keterangan atau pengertian istilah: 

Pengumandahan/detasering : adalah penugasan sementara waktu 

atau penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka 

waktu tertentu. 

Lumpsum  : adalah uang yang dibayarkan sekaligus 

untuk semua biaya (transpor, uang makan, dan sebagainya). 

Mitra bestari (peer review)  : atau disebut Penelaah sejawat adalah 

orang yang melakukan penelaahan yang bertujuan membuat penelitian 

memenuhi standar disiplin ilmiah dan standar keilmuan pada umumnya. 

Overhaul  : adalah pemeriksaan dalam istilah otomotif  

merupakan suatu kata dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti 

pemeriksaan yang sangat teliti. Pemeriksaan ini meliputi pembongkaran 

komponen - komponen kendaraan, kemudian diperiksa dengan sangat teliti 

agar didapat data-data yang sah,sehingga langkah perbaikan selanjutnya 

dapat tepat atau sesuai. 

Dalam hal ini Overhaul mesin dikenal istilah turun mesin atau service 

berat. 

 

OJ    : Orang/Jam 

OH    : Orang/Hari 

OB    : Orang/Bulan 

OT    : Orang/Tahun 

OP    : Orang/Paket 

OK    : Orang/Kegiatan 

OR    : Orang/Responden 

Oter    : Orang/Terbitan 

OJP    : Orang/Jam Pelajaran 

UP   : Untuk Penyesuaian 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Otomotif
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
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I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga

1.1 Jamuan Makan Minum Dan Snack

1.1.1 Penerimaan tamu dalam/luar negeri

8.1.02.01.01.0052 Jamuan makan prasmanan Penerimaan tamu
dalam/ luar negeri

orang/ kali 60.000

8.1.02.01.01.0053 Jamuan makan Penerimaan tamu
dalam/ luar negeri

Orang / Kali 35.000

8.1.02.01.01.0053 Jamuan snack VIP Penerimaan tamu
dalam/ luar negeri

orang/ kali 50.000

8.1.02.01.01.0053 Jamuan minum dan snack Penerimaan tamu
dalam/ luar negeri

Orang / Kali 25.000

8.1.02.01.01.0053 Jamuan makan prasmanan VIP Penerimaan tamu
dalam/ luar negeri

orang/ kali 80.000

1.1.2 Penyelenggaraan Rapat/ Resepsi/
Penataran/ Penyuluhan/ Kursus/
Diklat / Piket

8.1.02.01.01.0052 Jamuan minum dan snack Penyelenggaraan
Rapat/ Resepsi/

Penataran/ Penyuluhan/
Kursus/ Diklat / Piket

Orang / Kali 20.000

8.1.02.01.01.0052 Jamuan makan Penyelenggaraan
Rapat/ Resepsi/

Penataran/ Penyuluhan/
Kursus/ Diklat / Piket

Orang / Kali 35.000

8.1.02.01.01.0052 Jamuan makan prasmanan Penyelenggaraan
Rapat/ Resepsi/

Penataran/ Penyuluhan/
Kursus/ Diklat / Piket

Orang / Kali 60.000

1.1.3 Jamuan makan untuk tamu
Bupati/Wakil Bupati (Hanya untuk
Unit Sekretariat Daerah)

8.1.02.01.01.0053 Dengan Full Service Jamuan makan untuk
tamu Bupati/ Wakil

Bupati (Hanya untuk
Unit Sekretariat

Daerah)

orang/ kali 150.000

8.1.02.01.01.0053 Dengan Full Service di hotel Jamuan makan untuk
tamu Bupati/ Wakil

Bupati (Hanya untuk
Unit Sekretariat

Daerah)

orang/ kali 250.000

1.1.4 Jamuan Makan

8.1.02.01.01.0058 Jamuan Makan Peserta Sholat Dhuhur di
Masjid Al Muhtarom

Peserta Sholat OH 15.000

1.1.5 Pemberian Makanan Tambahan

8.1.02.01.01.0058 Extra Fooding Makanan tambahan OH 12.000
8.1.02.01.01.0058 Pasca Perawatan Gizi Buruk Program

Penanggulangan
Masalah Gizi Dinas

Kesehatan

Orang/ Hari 50.000

8.1.02.01.01.0058 Makanan Tambahan Untuk Siswa SD Siswa SD siswa 7.500
8.1.02.01.01.0058 Pemberian Makanan Tambahan Balita di

Posyandu
Balita Posyandu Orang/ Kali 7.500
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8.1.02.01.01.0058 Pemberian Makanan Tambahan Ibu
Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)

Ibu Hamil Kekurangan
Energi Kronis (KEK)

Orang/ Kali 17.500

8.1.02.01.01.0058 Pemberian Makanan Tambahan Balita
Gizi Buruk

Balita Gizi Buruk Orang/ Kali 17.500

8.1.02.01.01.0058 Biskuit PMT Ibu Hamil Program
Penanggulangan

Masalah Gizi Dinas
Kesehatan

Kg 75.000

8.1.02.01.01.0058 Biskuit MP-ASI Program
Penanggulangan

Masalah Gizi Dinas
Kesehatan

Kg 75.000

8.1.02.01.01.0058 Makanan Tambahan Siswa PAUD OK 10.000
1.2 Biaya Perjalanan Dinas Dalam

Negeri

1.2.1 Satuan Uang Harian Perjalanan
Dinas Bupati dan Wakil Bupati

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Jambi OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Lampung OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Bengkulu OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Kalimantan Barat OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Kalimantan Selatan OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Sulawesi Tenggara OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Maluku OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Sumatera Utara OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Riau OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Kepulauan Riau OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Sumatera Selatan OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Banten OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Jawa Tengah OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Sulawesi Utara OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Gorontalo OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Sulawesi Tengah OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Kalimantan Tengah Orang / Hari 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Aceh OH 360.000

8.1.02.04.02.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Luar Negeri OH UP

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Sumatera Barat OH 380.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Papua OH 580.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

DKI Jakarta OH 530.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Bali OH 480.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Papua Barat OH 480.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Nusa Tenggara Barat OH 440.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Jawa Barat OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Nusa Tenggara Timur OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Kalimantan Timur OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Kalimantan Utara OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Sulawesi Selatan OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Maluku Utara OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

DI Yogyakarta OH 420.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Bangka Belitung OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Jawa Timur OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Bupati

Sulawesi Barat OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Maluku Utara OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

DI Yogyakarta OH 420.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Kalimantan Utara OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Sulawesi Selatan OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Sumatera Barat OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Bangka Belitung OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Jawa Timur OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Sulawesi Barat OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Kalimantan Tengah Orang / Hari 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Kalimantan Timur OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Nusa Tenggara Timur OH 430.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Jawa Barat OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Nusa Tenggara Barat OH 440.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Papua Barat OH 480.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Bali OH 480.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

DKI Jakarta OH 530.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Papua OH 580.000

8.1.02.04.02.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Luar Negeri OH UP

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Kepulauan Riau OH 370.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Aceh OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Sulawesi Tengah OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Gorontalo OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Sulawesi Utara OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Jawa Tengah OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Banten OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Jambi OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Sumatera Selatan OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Riau OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Sumatera Utara OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Maluku OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Sulawesi Tenggara OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Kalimantan Selatan OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Kalimantan Barat OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Bengkulu OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Bupati

Lampung OH 380.000

1.2.2 Satuan Uang Harian Perjalanan
Dinas Ketua DPRD/ Wakil Ketua
DPRD/ Anggota DPRD/ Pejabat
Eselon II

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Jambi OH 370.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Sumatera Selatan OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Lampung OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Bengkulu OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Kalimantan Selatan OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Sulawesi Tenggara OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Maluku OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Sumatera Utara OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Riau OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Kepulauan Riau OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Kalimantan Barat OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Banten OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Jawa Tengah OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Sulawesi Utara OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Gorontalo OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Sulawesi Tengah OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Aceh OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Kalimantan Tengah Orang / Hari 360.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Sulawesi Barat OH 410.000

8.1.02.04.02.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Luar Negeri OH UP

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Papua OH 580.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

DKI Jakarta OH 530.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Bali OH 480.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Papua Barat OH 480.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Nusa Tenggara Barat OH 440.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Jawa Barat OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Nusa Tenggara Timur OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Kalimantan Timur OH 430.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Kalimantan Utara OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Sulawesi Selatan OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Maluku Utara OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

DI Yogyakarta OH 420.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Bangka Belitung OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Jawa Timur OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Ketua DPRD

Sumatera Barat OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Lampung OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Bengkulu OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Barat OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Selatan OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Tenggara OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Maluku OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Sumatera Utara OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Tengah Orang / Hari 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Kepulauan Riau OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Jambi OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Banten OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Jawa Tengah OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Utara OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Gorontalo OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Tengah OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Aceh OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Riau OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Timur OH 410.000

8.1.02.04.02.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Luar Negeri OH UP

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Papua OH 560.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

DKI Jakarta OH 510.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Bali OH 460.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Papua Barat OH 460.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Nusa Tenggara Barat OH 420.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Jawa Barat OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Nusa Tenggara Timur OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Sumatera Selatan OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Utara OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Selatan OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Maluku Utara OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

DI Yogyakarta OH 400.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Bangka Belitung OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Jawa Timur OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Barat OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Sumatera Barat OH 360.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Wakil Ketua DPRD

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Riau OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Sumatera Barat OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Sumatera Selatan OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Lampung OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Bengkulu OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Kalimantan Barat OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Kalimantan Selatan OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Sulawesi Tenggara OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Maluku OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Sumatera Utara OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Jawa Timur OH 370.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga

7



8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Kepulauan Riau OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Jambi OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Banten OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Jawa Tengah OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Sulawesi Utara OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Gorontalo OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Sulawesi Tengah OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Aceh OH 320.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Jawa Barat OH 390.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 150.000

8.1.02.04.02.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Luar Negeri OH UP

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Kalimantan Tengah Orang / Hari 320.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Papua OH 540.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

DKI Jakarta OH 490.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Bali OH 440.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Papua Barat OH 440.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Nusa Tenggara Barat OH 400.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Nusa Tenggara Timur OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Kalimantan Timur OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Kalimantan Utara OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Sulawesi Selatan OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Maluku Utara OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

DI Yogyakarta OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Bangka Belitung OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Anggota DPRD

Sulawesi Barat OH 370.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Papua OH 560.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.02.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Luar Negeri OH UP

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Lampung OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Bengkulu OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Banten OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Jambi OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Kepulauan Riau OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Riau OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Sumatera Utara OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Maluku OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Sulawesi Tenggara OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Kalimantan Selatan OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Kalimantan Barat OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

DI Yogyakarta OH 400.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Kalimantan Utara OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Sulawesi Selatan OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Maluku Utara OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

DKI Jakarta OH 510.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Bangka Belitung OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Jawa Timur OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Sulawesi Barat OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Sumatera Barat OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Sumatera Selatan OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Sulawesi Utara OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Bali OH 460.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Papua Barat OH 460.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Nusa Tenggara Barat OH 420.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Jawa Barat OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Nusa Tenggara Timur OH 410.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Kalimantan Timur OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Jawa Tengah OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Gorontalo OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Sulawesi Tengah OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Aceh OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.a

Kalimantan Tengah Orang / Hari 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Sulawesi Tenggara OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Sumatera Utara OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Kalimantan Selatan OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Kalimantan Barat OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Bengkulu OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Lampung OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Sumatera Selatan OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Sumatera Barat OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Sulawesi Barat OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Jawa Timur OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Bangka Belitung OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

DI Yogyakarta OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Maluku Utara OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Sulawesi Selatan OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Kalimantan Utara OH 390.000

8.1.02.04.02.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Luar Negeri OH UP

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Aceh OH 320.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Bali OH 440.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Papua Barat OH 440.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Nusa Tenggara Barat OH 400.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Jawa Barat OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Nusa Tenggara Timur OH 390.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Kalimantan Timur OH 390.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Papua OH 540.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Kalimantan Tengah Orang / Hari 320.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Maluku OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Sulawesi Tengah OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Gorontalo OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Sulawesi Utara OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Jawa Tengah OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Banten OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Jambi OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Kepulauan Riau OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

Riau OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon II.b

DKI Jakarta OH 490.000

1.2.3 Satuan Uang Harian Perjalanan
Dinas bagi Pejabat Eselon III, IV dan
Aparatur Sipil Negara

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Kepulauan Riau OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Sumatera Selatan OH 260.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Lampung OH 260.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Bengkulu OH 260.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Kalimantan Barat OH 260.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Kalimantan Selatan OH 260.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Sulawesi Tenggara OH 260.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Maluku OH 260.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Sumatera Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Riau OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Sumatera Barat OH 260.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Jambi OH 250.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Banten OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Jawa Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Sulawesi Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Gorontalo OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Sulawesi Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Aceh OH 240.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Kalimantan Tengah Orang / Hari 240.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Nusa Tenggara Timur OH 310.000

8.1.02.04.02.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Luar Negeri OH UP

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Papua OH 460.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

DKI Jakarta OH 410.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Bali OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Papua Barat OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Nusa Tenggara Barat OH 320.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Jawa Barat OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Kalimantan Timur OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Kalimantan Utara OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Sulawesi Selatan OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Maluku Utara OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

DI Yogyakarta OH 300.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Bangka Belitung OH 290.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Jawa Timur OH 290.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan I

Sulawesi Barat OH 290.000

8.1.02.04.02.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Luar Negeri OH UP

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Jambi OH 270.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Lampung OH 280.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Bengkulu OH 280.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Kalimantan Selatan OH 280.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Sulawesi Tenggara OH 280.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Maluku OH 280.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Sumatera Utara OH 270.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Riau OH 270.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Kepulauan Riau OH 270.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Papua OH 480.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Banten OH 270.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Jawa Tengah OH 270.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Sulawesi Utara OH 270.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Gorontalo OH 270.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Sulawesi Tengah OH 270.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Aceh OH 260.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Kalimantan Tengah Orang / Hari 260.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 120.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Sumatera Barat OH 280.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Sumatera Selatan OH 280.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Kalimantan Barat OH 280.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

DKI Jakarta OH 430.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Bali OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Papua Barat OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Nusa Tenggara Barat OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Jawa Barat OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Nusa Tenggara Timur OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Kalimantan Utara OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Sulawesi Selatan OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Maluku Utara OH 330.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

DI Yogyakarta OH 320.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Bangka Belitung OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Jawa Timur OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Sulawesi Barat OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Golongan II

Kalimantan Timur OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Kalimantan Timur OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Kalimantan Utara OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Sulawesi Selatan OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Maluku Utara OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

DI Yogyakarta OH 340.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Bangka Belitung OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Jawa Timur OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Sulawesi Barat OH 330.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Sumatera Barat OH 300.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Nusa Tenggara Timur OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Jawa Barat OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Nusa Tenggara Barat OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Papua Barat OH 400.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Bali OH 400.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

DKI Jakarta OH 450.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Papua OH 500.000

8.1.02.04.02.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Luar Negeri OH UP

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Kalimantan Tengah Orang / Hari 280.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Lampung OH 300.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Aceh OH 280.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Sumatera Selatan OH 300.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Sulawesi Tengah OH 290.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Gorontalo OH 290.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Sulawesi Utara OH 290.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Jawa Tengah OH 290.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Banten OH 290.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Jambi OH 290.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Riau OH 290.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Sumatera Utara OH 290.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Maluku OH 300.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Sulawesi Tenggara OH 300.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Kalimantan Selatan OH 300.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Kalimantan Barat OH 300.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Bengkulu OH 300.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon IV dan V / Golongan III

Kepulauan Riau OH 290.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Sulawesi Barat OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Jawa Timur OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Bangka Belitung OH 350.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

DI Yogyakarta OH 360.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Maluku Utara OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Sulawesi Selatan OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Kalimantan Utara OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Kalimantan Timur OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Nusa Tenggara Timur OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Jawa Barat OH 370.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Nusa Tenggara Barat OH 380.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Papua Barat OH 420.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Bali OH 420.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

DKI Jakarta OH 470.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Papua OH 520.000

8.1.02.04.02.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Luar Negeri OH UP

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 140.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Riau OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Kalimantan Tengah Orang / Hari 300.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Aceh OH 300.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Sulawesi Tengah OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Gorontalo OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Sulawesi Utara OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Jawa Tengah OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Banten OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Jambi OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Kepulauan Riau OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Sumatera Barat OH 320.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Sumatera Utara OH 310.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Maluku OH 320.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Sulawesi Tenggara OH 320.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Kalimantan Selatan OH 320.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Kalimantan Barat OH 320.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Bengkulu OH 320.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Lampung OH 320.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Harian-Eselon III/ Golongan IV

Sumatera Selatan OH 320.000

1.2.4 Satuan Biaya Uang Harian bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD untuk
keperluan mengikuti Diklat/ Bintek/
Kursus/ Workshop

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Lampung OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Jawa Timur OH 120.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Sulawesi Barat OH 120.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Sumatera Utara OH 110.000

Kode Kegiatan Nama / Uraian Spesifikasi Satuan Harga
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Riau OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Kepulauan Riau OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Jambi OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Sumatera Barat OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Sumatera Selatan OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Bangka Belitung OH 120.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Bengkulu OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Banten OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Jawa Tengah OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Kalimantan Barat OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Kalimantan Tengah OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Kalimantan Selatan OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Sulawesi Utara OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Sulawesi Tengah OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Jawa Barat OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Gorontalo OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Sulawesi Tenggara OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Maluku OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Aceh OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Papua OH 170.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

DKI Jakarta OH 160.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Bali OH 140.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Papua Barat OH 140.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

DI Yogyakarta OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Nusa Tenggara Barat OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Nusa Tenggara Timur OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Kalimantan Timur OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Kalimantan Utara OH 130.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Sulawesi Selatan OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Maluku Utara OH 130.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pimpinan dan Anggota DPRD

Dalam Daerah Lebih
Dari 8 Jam

Orang / Hari 110.000

1.2.5 Satuan Biaya Uang Harian bagi
Pejabat/Aparatur Sipil Negara untuk
keperluan mengikuti Diklat/ Bintek/
Kursus/ Workshop

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Jawa Tengah OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Riau OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Kepulauan Riau OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Jambi OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Sumatera Barat OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Sumatera Selatan OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Lampung OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Bengkulu OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Banten OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Sumatera Utara OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Kalimantan Barat OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Kalimantan Tengah OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Kalimantan Selatan OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Sulawesi Utara OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Gorontalo OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Sulawesi Tengah OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Sulawesi Tenggara OH 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Maluku Orang / Hari 110.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Kalimantan Timur OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Papua OH 170.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

DKI Jakarta OH 160.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Bali OH 140.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Papua Barat OH 140.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Jawa Barat OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

DI Yogyakarta OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Nusa Tenggara Barat OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Nusa Tenggara Timur OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Kalimantan Utara OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Sulawesi Selatan OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Maluku Utara OH 130.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Bangka Belitung OH 120.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Jawa Timur OH 120.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Sulawesi Barat OH 120.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Aceh OH 110.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Diklat: Uang
Harian-Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil

Dalam Daerah Lebih
Dari 8 Jam

Orang / Hari 110.000

1.2.6 Satuan Uang Representasi Bupati/
Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil
Ketua DPRD/ Anggota DPRD/
Pejabat Eselon II

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Sulawesi Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Bali OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Nusa Tenggara Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Nusa Tenggara Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Kalimantan Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Kalimantan Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Kalimantan Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Kalimantan Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Kalimantan Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Aceh OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Gorontalo OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Papua OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Maluku Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Maluku OH 250.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Sulawesi Tenggara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Sulawesi Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Sulawesi Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Sulawesi Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

DI Yogyakarta OH 250.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 125.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Papua Barat Orang / Hari 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Sumatera Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Riau OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Kepulauan Riau OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Jambi OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Sumatera Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Sumatera Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Bengkulu OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Bangka Belitung OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Banten OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Jawa Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

DKI Jakarta OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Jawa Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Jawa Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Bupati

Lampung OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Jawa Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

DKI Jakarta OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Jawa Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Banten OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Bengkulu OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Lampung OH 250.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Sumatera Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Sumatera Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Jambi OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Kepulauan Riau OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Riau OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Sumatera Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Aceh OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Bangka Belitung OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Jawa Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

DI Yogyakarta OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Sulawesi Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Sulawesi Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Sulawesi Tenggara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Maluku OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Maluku Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Papua OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Papua Barat Orang / Hari 250.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 125.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Sulawesi Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Gorontalo OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Kalimantan Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Kalimantan Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Kalimantan Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Kalimantan Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Kalimantan Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Nusa Tenggara Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Sulawesi Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Nusa Tenggara Barat OH 250.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Bupati

Bali OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Jawa Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Banten OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Bangka Belitung OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Bengkulu OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Lampung OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Nusa Tenggara Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Sumatera Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Sumatera Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Jambi OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Kepulauan Riau OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Riau OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Sumatera Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Aceh OH 250.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 125.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Jawa Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Papua Barat Orang / Hari 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Papua OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Maluku Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Maluku OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Sulawesi Tenggara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Sulawesi Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Sulawesi Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Sulawesi Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Gorontalo OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Sulawesi Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Kalimantan Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Kalimantan Timur OH 250.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Kalimantan Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Kalimantan Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Kalimantan Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Nusa Tenggara Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Bali OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

Jawa Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

DI Yogyakarta OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Ketua DPRD

DKI Jakarta OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Papua Barat Orang / Hari 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Riau OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Jawa Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

DKI Jakarta OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Jawa Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Banten OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Bangka Belitung OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Bengkulu OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Lampung OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Sumatera Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Sumatera Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Jambi OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Kepulauan Riau OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

DI Yogyakarta OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Sumatera Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Aceh OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

OH 125.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Utara OH 250.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Gorontalo OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Tenggara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Maluku OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Jawa Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Papua OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Maluku Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Nusa Tenggara Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Nusa Tenggara Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Bali OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Aceh OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Kalimantan Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Kalimantan Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Sulawesi Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Gorontalo OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Sulawesi Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Sulawesi Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Sulawesi Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Sulawesi Tenggara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Maluku OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Maluku Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Papua OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Papua Barat Orang / Hari 250.000
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8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 125.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Sumatera Utara OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Kalimantan Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Kalimantan Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Kalimantan Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Nusa Tenggara Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Nusa Tenggara Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Bali OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Jawa Timur OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

DI Yogyakarta OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Jawa Tengah OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

DKI Jakarta OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Banten OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Riau OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Kepulauan Riau OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Jambi OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Sumatera Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Sumatera Selatan OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Lampung OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Bengkulu OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Bangka Belitung OH 250.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Anggota DPRD

Jawa Barat OH 250.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 75.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Sulawesi Tengah OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Papua Barat Orang / Hari 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Papua OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Maluku Utara OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Maluku OH 150.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Sulawesi Tenggara OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

DI Yogyakarta OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Bangka Belitung OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Bengkulu OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Lampung OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Sumatera Selatan OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Sumatera Barat OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Jambi OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Kepulauan Riau OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Riau OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Sumatera Utara OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Aceh OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Jawa Barat OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

DKI Jakarta OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Jawa Tengah OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Banten OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Jawa Timur OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Bali OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Nusa Tenggara Barat OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Nusa Tenggara Timur OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Kalimantan Barat OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Kalimantan Tengah OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Kalimantan Selatan OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Kalimantan Timur OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Kalimantan Utara OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Sulawesi Utara OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Gorontalo OH 150.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Sulawesi Barat OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.a

Sulawesi Selatan OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Bengkulu OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Sulawesi Selatan OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Kalimantan Barat OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Kalimantan Tengah OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Kalimantan Selatan OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Kalimantan Timur OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Kalimantan Utara OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Sulawesi Utara OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Gorontalo OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Sulawesi Barat OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Nusa Tenggara Timur OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Sulawesi Tengah OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Sulawesi Tenggara OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Maluku OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Maluku Utara OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Papua OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Papua Barat Orang / Hari 150.000

8.1.02.04.01.0003 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Dalam Daerah Lebih
Dari 5 KM

Orang / Hari 75.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Banten OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Sumatera Utara OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Riau OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Kepulauan Riau OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Jambi OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Sumatera Barat OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Sumatera Selatan OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Lampung OH 150.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Bangka Belitung OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Aceh OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Jawa Barat OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

DKI Jakarta OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Jawa Tengah OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

DI Yogyakarta OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Jawa Timur OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Bali OH 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan: Uang
Representasi-Eselon II.b

Nusa Tenggara Barat OH 150.000

1.2.7 Satuan Biaya RAPID TEST untuk
kepentingan perjalanan dinas luar
daerah

8.1.02.04.01.0001 Rapid Test-Rapid Test OK 350.000
1.2.8 Satuan Biaya BBM untuk

kepentingan perjalanan dinas luar
daerah yang menggunakan
kendaraan dinas/ pribadi

1.1.12.01.01.0004 Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan dinas liter UP
1.2.9 Satuan Biaya Uang Saku dan

Transport PNS dan NON PNS

8.1.02.02.01.0023 Koordinasi Tingkat Provinsi Petugas Teknis
Peternakan dan

Kesehatan Hewan
Sumber Dana DAK

Orang/ Pergi 500.000

8.1.02.02.01.0023 Surveilans Penyakit Hewan Petugas teknis
Peternakan, Penyuluh,

Sumber Dana DAK

Orang/ Pergi 150.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Non ASN Pegawai Tidak Tetap
(PTT), Pegawai Swasta

dan Masyarakat

OH UP

8.1.02.04.01.0001 Uang Harian Non ASN Pegawai Tidak Tetap
(PTT), Pegawai Swasta

dan Masyarakat

OH UP

8.1.02.04.01.0003 Uang Saku Non ASN Pegawai Swasta dan
Masyarakat

OH 100.000

8.1.02.04.01.0003 Uang Transport DAK Non Fisik OB 100.000
1.3 Satuan Biaya Penginapan

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1.3.1 Satuan Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Bupati/ Wakil
Bupati / Ketua DPRD / Wakil Ketua
DPRD

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Maluku OH 3.467.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Jambi OH 4.000.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Timur OH 4.000.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Utara OH 4.000.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Papua Barat OH 3.872.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Papua OH 3.859.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Bangka Belitung OH 3.827.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Riau OH 3.820.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Nusa Tenggara Barat OH 3.500.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Barat OH 4.076.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Maluku Utara OH 3.440.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Nusa Tenggara Timur OH 3.000.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Barat OH 2.654.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Tenggara OH 2.475.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Tengah OH 2.309.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Bengkulu OH 2.071.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Aceh OH 4.420.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Bali OH 4.890.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

DKI Jakarta OH 5.850.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Banten OH 5.725.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Jawa Barat OH 5.381.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Sumatera Barat OH 5.236.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

DI Yogyakarta OH 5.017.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Sumatera Utara OH 4.960.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Utara OH 4.919.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Tengah OH 4.901.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Sumatera Selatan OH 5.850.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Sulawesi Selatan OH 4.820.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Kalimantan Selatan OH 4.797.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Lampung OH 4.491.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Jawa Timur OH 4.400.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Kepulauan Riau OH 4.275.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Jawa Tengah OH 4.242.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Bupati / Wakil Bupati /
Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD

Gorontalo OH 4.168.000

1.3.2 Satuan Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Anggota DPRD/
Pejabat Eselon II

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Kepulauan Riau OH 1.854.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Banten OH 2.373.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Sulawesi Utara OH 2.290.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Kalimantan Timur OH 2.188.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Kalimantan Utara OH 2.188.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Lampung OH 2.067.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Sulawesi Tenggara OH 2.059.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Sulawesi Tengah OH 2.027.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Bali OH 1.946.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Gorontalo OH 2.549.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Jawa Timur OH 1.605.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Sulawesi Selatan OH 1.550.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Kalimantan Barat OH 1.538.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Sumatera Utara OH 1.518.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Nusa Tenggara Timur OH 1.493.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

DKI Jakarta OH 1.490.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Jawa Tengah OH 1.480.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Papua OH 3.318.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Sulawesi Barat OH 2.581.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Nusa Tenggara Barat OH 2.648.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

DI Yogyakarta OH 2.695.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Jawa Barat OH 2.755.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Bangka Belitung OH 2.838.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Sumatera Selatan OH 3.083.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Riau OH 3.119.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Maluku Utara OH 3.175.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Papua Barat OH 3.212.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Maluku OH 3.240.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Kalimantan Selatan OH 3.316.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Sumatera Barat OH 3.332.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Jambi OH 3.337.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Kalimantan Tengah OH 3.391.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Anggota DPRD / Pejabat
Eselon II

Aceh OH 3.526.000

1.3.3 Satuan Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III
dan Golongan IV

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Kepulauan Riau OH 1.037.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Jambi OH 1.212.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Kalimantan Tengah OH 1.160.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Lampung OH 1.140.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Sumatera Utara OH 1.100.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Jawa Timur OH 1.076.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Sulawesi Barat OH 1.075.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Maluku Utara OH 1.073.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Maluku OH 1.048.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Sulawesi Tenggara OH 1.297.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Sulawesi Selatan OH 1.020.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Jawa Barat OH 1.006.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Banten OH 1.000.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

DKI Jakarta OH 992.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Bali OH 990.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Jawa Tengah OH 954.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Sulawesi Utara OH 924.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Bengkulu OH 1.546.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Papua OH 2.521.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Papua Barat OH 2.056.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Bangka Belitung OH 1.957.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Aceh OH 1.924.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Gorontalo OH 1.909.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Riau OH 1.650.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Sumatera Selatan OH 1.571.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Sulawesi Tengah OH 1.567.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Eselon III / Golongan IV

Kalimantan Barat OH 1.125.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Kalimantan Timur OH 1.507.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Kalimantan Utara OH 1.507.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Kalimantan Selatan OH 1.500.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Nusa Tenggara Barat OH 1.418.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

DI Yogyakarta OH 1.384.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Nusa Tenggara Timur OH 1.355.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon III /
Golongan IV

Sumatera Barat OH 1.353.000

1.3.4 Satuan Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV
dan Golongan III

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Nusa Tenggara Timur OH 550.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Sumatera Barat OH 650.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Bangka Belitung OH 622.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

DKI Jakarta OH 610.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Papua Barat OH 600.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Nusa Tenggara Barat OH 580.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Bengkulu OH 572.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Jawa Barat OH 570.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Aceh OH 556.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Kalimantan Tengah OH 659.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Kalimantan Selatan OH 540.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Kalimantan Barat OH 538.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Sumatera Utara OH 530.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Jambi OH 520.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Jawa Tengah OH 486.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Maluku Utara OH 480.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Lampung OH 400.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Sulawesi Tenggara OH 786.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Bali OH 910.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Sumatera Selatan OH 861.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Riau OH 852.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

DI Yogyakarta OH 845.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Papua OH 829.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Kalimantan Timur OH 804.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Kalimantan Utara OH 804.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Kepulauan Riau OH 792.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Sulawesi Tengah OH 951.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Sulawesi Utara OH 782.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Gorontalo OH 764.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Banten OH 718.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Sulawesi Barat OH 704.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Maluku OH 667.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Sulawesi Selatan OH 665.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV /
Golongan III

Jawa Timur OH 664.000

1.3.5 Satuan Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Golongan II dan
Golongan I

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Nusa Tenggara Timur OH 550.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Sumatera Barat OH 650.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Bangka Belitung OH 622.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

DKI Jakarta OH 610.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Papua Barat OH 600.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Nusa Tenggara Barat OH 580.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Bengkulu OH 572.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Jawa Barat OH 570.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Aceh OH 556.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Kalimantan Tengah OH 659.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Kalimantan Selatan OH 540.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Kalimantan Barat OH 538.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Sumatera Utara OH 530.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Jambi OH 520.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Jawa Tengah OH 486.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Maluku Utara OH 480.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Lampung OH 400.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Sulawesi Tenggara OH 786.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Bali OH 910.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Sumatera Selatan OH 861.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Riau OH 852.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

DI Yogyakarta OH 845.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Papua OH 829.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Kalimantan Timur OH 804.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Kalimantan Utara OH 804.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Kepulauan Riau OH 792.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Sulawesi Tengah OH 951.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Sulawesi Utara OH 782.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Gorontalo OH 764.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Banten OH 718.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Sulawesi Barat OH 704.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Maluku OH 667.000
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8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Sulawesi Selatan OH 665.000

8.1.02.04.01.0001 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Golongan I / II

Jawa Timur OH 664.000

1.4 Fasilitas Transport bagi Pejabat /
Aparatur Sipil Negara

1.4.1 Fasilitas Transport bagi Pejabat /
Aparatur Sipil Negara

8.1.02.04.01.0001 Fasilitas Transport bagi Pejabat/
Pegawai Negeri Sipil - Eselon I/ Pejabat
Negara

Pesawat Bisnis Kali UP

8.1.02.04.01.0001 Fasilitas Transport bagi Pejabat/
Pegawai Negeri Sipil - Eselon I/ Pejabat
Negara

Kapal Laut VIP/ Kelas I
A

Kali UP

8.1.02.04.01.0001 Fasilitas Transport bagi Pejabat/
Pegawai Negeri Sipil - Eselon I/ Pejabat
Negara

Kereta / Bus Spesial/
Eksekutif

Kali UP

8.1.02.04.01.0001 Fasilitas Transport bagi Pejabat/
Pegawai Negeri Sipil - Eselon I/ Pejabat
Negara

Lainnya Kali UP

8.1.02.04.01.0001 Fasilitas Transport bagi Pejabat/
Pegawai Negeri Sipil - Eselon II/
Pimpinan dan Anggota DPRD

Pesawat Ekonomi Kali UP

8.1.02.04.01.0001 Fasilitas Transport bagi Pejabat/
Pegawai Negeri Sipil - Eselon II/
Pimpinan dan Anggota DPRD

Kapal Laut Kelas I B Kali UP

8.1.02.04.01.0001 Fasilitas Transport bagi Pejabat/
Pegawai Negeri Sipil - Eselon II/
Pimpinan dan Anggota DPRD

Kereta / Bus Eksekutif Kali UP

8.1.02.04.01.0001 Fasilitas Transport bagi Pejabat/
Pegawai Negeri Sipil - Eselon II/
Pimpinan dan Anggota DPRD

Lainnya Kali UP

8.1.02.04.01.0001 Fasilitas Transport bagi Pejabat/
Pegawai Negeri Sipil - Eselon III/
Golongan IV, Eselon IV / Eselon V/
Golongan III, Golongan II dan I

Pesawat Ekonomi Kali UP

8.1.02.04.01.0001 Fasilitas Transport bagi Pejabat/
Pegawai Negeri Sipil - Eselon III/
Golongan IV, Eselon IV / Eselon V/
Golongan III, Golongan II dan I

Kapal Laut Kelas II A Kali UP

8.1.02.04.01.0001 Fasilitas Transport bagi Pejabat/
Pegawai Negeri Sipil - Eselon III/
Golongan IV, Eselon IV / Eselon V/
Golongan III, Golongan II dan I

Kereta / Bus Eksekutif Kali UP

8.1.02.04.01.0001 Fasilitas Transport bagi Pejabat/
Pegawai Negeri Sipil - Eselon III/
Golongan IV, Eselon IV / Eselon V/
Golongan III, Golongan II dan I

Lainnya Kali UP

1.5 Satuan Biaya Pengepakan dan
Angkutan Barang Perjalanan Pindah
Dalam Negeri

1.5.1 Kereta Api

8.1.02.02.01.0064 Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan
Barang Perjalanan Pindah Dalam
NegeriKereta Api: Pengepakan dan
Penggudangan

Moda transportasi
Kereta Api

M 3 75.000

8.1.02.02.01.0064 Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan
Barang Perjalanan Pindah Dalam Negeri
Kereta Api: Angkutan

Moda transportasi
Kereta Api

Km/ M 3 UP

1.5.2 Truck
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8.1.02.02.01.0064 Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan
Barang Perjalanan Pindah Dalam Negeri
Truck atau Angkutan Laut / Sungai:
Pengepakan dan Penggudangan

Moda transportasi
Truck

M 3 60.000

8.1.02.02.01.0064 Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan
Barang Perjalanan Pindah Dalam Negeri
Truck atau Angkutan Laut / Sungai:
Angkutan

Moda transportasi
Truck

Km/ M 3 400

1.5.3 Angkutan Laut/ Sungai

8.1.02.02.01.0064 Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan
Barang Perjalanan Pindah Dalam Negeri
Angkutan Laut / Sungai

Moda Transportasi
Angkutan Laut / Sungai

M 3 UP

8.1.02.03.02.0117 Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan
Barang Perjalanan Pindah Dalam Negeri
Angkutan Laut/ Sungai : Pengepakan
dan Penggudangan

Moda Trasnportasi
Angkutan Laut/ Sungai

M3 60.000

8.1.02.03.02.0117 Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan
Barang Perjalanan Pindah Dalam Negeri
Angkutan Laut / Sungai: Angkutan

Moda transportasi
Angkutan laut/ sungai

Km/ M 3 400

1.5.4 Biaya Pengepakan dan Distribusi
Logistik Kegiatan Pilkada

8.1.02.02.01.0064 Pengepakan dan Distribusi Logistik
Kegiatan PILKADA Dari PPK ke PPS

PILKADA per desa 300.000

8.1.02.02.01.0064 Pengepakan dan Distribusi Logistik
Kegiatan PILKADA Sortir dan Lipat Surat
Suara

PILKADA lembar 250

8.1.02.02.01.0064 Pengepakan dan Distribusi Logistik
Kegiatan PILKADA Perakitan Kotak dan
Bilik Suara

PILKADA Buah 2.000

8.1.02.02.01.0064 Pengepakan dan Distribusi Logistik
Kegiatan PILKADA Pengesetan Formulir

PILKADA Set/ TPS 20.000

8.1.02.02.01.0064 Pengepakan dan Distribusi Logistik
Kegiatan PILKADA Pengepakan Logistik

PILKADA TPS 15.000

8.1.02.02.01.0064 Pengepakan dan Distribusi Logistik
Kegiatan PILKADA Pembuatan TPS

PILKADA TPS 1.000.000

8.1.02.02.01.0064 Pengepakan dan Distribusi Logistik
Kegiatan PILKADA Dari PPS ke TPS

PILKADA Per TPS 100.000

8.1.02.02.01.0064 Pengepakan dan Distribusi Logistik
Kegiatan PILKADA Dari Kabupaten ke
PPK

PILKADA Kecamatan 750.000

1.6 Biaya Tunjangan Kesejahteraan
Pimpinan dan Anggota DPRD

1.6.1 Biaya Tunjangan Kesejahteraan
Pimpinan dan Anggota DPRD

8.1.01.04.12.0004 Biaya Tunjangan Perumahan Pimpinan
dan Anggota DPRD Kabupaten
Pekalongan-Anggota DPRD Kabupaten
Pekalongan

Anggota DPRD Orang / Bulan 19.000.000

8.1.01.04.12.0004 Biaya Tunjangan Perumahan Pimpinan
dan Anggota DPRD Kabupaten
Pekalongan-Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Pekalongan

Wakil Ketua DPRD Orang / Bulan 24.300.000

8.1.01.04.12.0004 Biaya Tunjangan Perumahan Pimpinan
dan Anggota DPRD Kabupaten
Pekalongan-Ketua DPRD Kabupaten
Pekalongan

Ketua DPRD Orang/ Bulan 29.000.000

8.1.01.04.13.0001 Biaya Tunjangan Transportasi Pimpinan
dan AnggotaWakil Ketua DPRD Kab.
Pekalongan-Wakil Ketua DPRD Kab.
Pekalongan

Wakil Ketua Orang/ Bulan 13.000.000
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8.1.01.04.13.0001 Biaya Tunjangan Transportasi Pimpinan
dan Anggota Anggota DPRD Kabupaten
Pekalongan-Anggota DPRD Kabupaten
Pekalongan

Anggota Orang/ Bulan 12.000.000

1.7 Biaya Pendidikan

1.7.1 Pendidikan Kepemimpinan

8.1.02.02.13.0003 Biaya Pendidikan Diklat PIM Tingkat IV orang UP
8.1.02.02.13.0003 Biaya Pendidikan Diklat PIM Tingkat III orang UP
8.1.02.02.13.0003 Biaya Pendidikan Diklat PIM Tingkat II orang UP
8.1.02.02.13.0003 Biaya Pendidikan Diklat PIM Tingkat I orang UP
8.1.02.02.13.0003 Diklat Pimpinan Daerah/ LEMHANAS

Wakil Bupati
orang 17.500.000

8.1.02.02.13.0003 Diklat Pimpinan Daerah/ LEMHANAS
Ketua DPRD

orang 15.000.000

8.1.02.02.13.0003 Diklat Pimpinan Daerah/ LEMHANAS
Bupati

orang 20.000.000

8.1.02.02.13.0003 Biaya Bantuan Diklat PIM Tingkat IV Orang UP
8.1.02.02.13.0003 Biaya Bantuan Diklat PIM Tingkat III Orang UP
8.1.02.02.13.0003 Biaya Bantuan Diklat PIM Tingkat II Orang UP
8.1.02.02.13.0003 Biaya Bantuan Diklat PIM Tingkat I Orang UP
1.7.2 Diklat Teknis Pemerintahan bagi

Camat

8.1.02.02.13.0003 Diklat Teknis Pemerintahan bagi Camat-
Uang Saku Peserta

OK 7.500.000

8.1.02.02.13.0003 Diklat Teknis Pemerintahan bagi Camat-
Bantuan transport

OK 350.000

1.7.3 Pendidikan Profesi
Kepamongprajaan

8.1.02.02.13.0003 Pendidikan Profesi Kepamongprajaan-
Tugas Akhir/ Karya Tulis

orang 500.000

8.1.02.02.13.0003 Pendidikan Profesi Kepamongprajaan-
Kegiatan Praktikum dan Pembinaan
Mental

orang UP

8.1.02.02.13.0003 Pendidikan Profesi Kepamongprajaan-
Bantuan transport

orang/ bulan 500.000

8.1.02.02.13.0003 Pendidikan Profesi Kepamongprajaan-
Biaya Asrama

orang/ bulan 300.000

8.1.02.02.13.0003 Pendidikan Profesi Kepamongprajaan-
Kelengkapan Atribut (PDH, PDL, PDUB,
Jas Almamater

orang UP

8.1.02.02.13.0003 Pendidikan Profesi Kepamongprajaan-
Tunjangan Hidup/ Makan

orang/ bulan 2.000.000

8.1.02.02.13.0003 Pendidikan Profesi Kepamongprajaan-
Biaya Studi

orang UP

8.1.02.02.13.0003 Pendidikan Profesi Kepamongprajaan-
Tunjangan Buku

orang/ tahun 500.000

8.1.02.02.13.0003 Pendidikan Profesi Kepamongprajaan-
Tunjangan Belajar/ Uang Saku

orang 10.000.000

1.7.4 Pendidikan Kader

8.1.02.02.01.0028 Hononarium Pendamping Orang/
Tingkat

Peradilan

1.000.000

8.1.02.02.13.0003 STAN Bantuan transport orang/ bulan 500.000
8.1.02.02.13.0003 IPDN-Tunjangan Buku OK 275.000
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8.1.02.02.13.0003 STAN -Tunjangan Hidup/ Makan orang/ bulan 1.100.000
8.1.02.02.13.0003 STAN-Biaya Penginapan orang/ tahun 3.960.000
8.1.02.02.13.0003 STAN-Magang orang 275.000
8.1.02.02.13.0003 STAN-Tugas Akhir/ Karya Ilmiah orang 275.000
8.1.02.02.13.0003 STAN-Tunjangan Buku orang/ tahun 275.000
8.1.02.02.13.0003 STAN-Wisuda orang 275.000
8.1.02.02.13.0003 STAN -Tunjangan Belajar orang/ tahun 4.620.000
8.1.02.02.13.0003 IPDN-Tunjangan Belajar OK 2.000.000
8.1.02.02.13.0003 IPDN-Honor Pendamping Seleksi OB 500.000
8.1.02.02.13.0003 IPDN-Bantuan Transport Seminar Alumni OK 500.000
8.1.02.02.13.0003 IPDN -Tunjangan Skripsi OK 275.000

8.1.02.02.13.0003 IPDN-Biaya Pendampingan IPDN Orang UP
1.7.5 Biaya Kontribusi Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat)

8.1.02.02.13.0003 Biaya Kontribusi Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat)

Orang UP

8.1.02.03.02.0117 Biaya Pendidikan dan Pelatihan Calon
Kepala Sekolah

Iuran/ kontribusi Diklat OK 7.500.000

8.1.02.03.02.0117 Biaya Pendidikan dan Pelatihan Calon
Kepala Sekolah

Iuran Penyelenggaraan
seleksi akademik

cakasek

OK 2.000.000

8.1.02.05.01.0002 Transport Peserta BLK OH 30.000
1.8 Biaya Pengelolaan Arsip Daerah

1.8.1 Pengolahan Arsip Dinamis In Aktif/
Statis Tekstual

8.1.02.05.02.0001 Pengolahan Arsip Dinamis In Aktif/ Statis
Tekstual-Pemisahan dan pemberkasan
arsip

berkas 300

8.1.02.05.02.0001 Pengolahan Arsip Dinamis In Aktif/ Statis
Tekstual-Mendiskripsi Arsip

berkas 700

8.1.02.05.02.0001 Pengolahan Arsip Dinamis In Aktif/ Statis
Tekstual-Membongkar Arsip dan muat
arsip

dos 3.500

8.1.02.05.02.0001 Pengolahan Arsip Dinamis In Aktif/ Statis
Tekstual-Manuver fishies dan fisik Arsip

berkas 700

8.1.02.05.02.0001 Pengolahan Arsip Dinamis In Aktif/ Statis
Tekstual-Koreksi/ meneliti Arsip

berkas 1.000

1.8.2 Proses Alih Media Mendiskripsi
Arsip Dinamis In Aktif/Statis Non
Tekstual

8.1.02.05.02.0001 Proses Alih Media Mendiskripsi Arsip
Dinamis In Aktif/ Statis Non Tekstual-
Proses Komputerisasi Data Daftar

record 1.500

8.1.02.05.02.0001 Proses Alih Media Mendiskripsi Arsip
Dinamis In Aktif/ Statis Non Tekstual-
Menilai Arsip untuk Penyusutan

Arsip 300

1.8.3 Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif/
Statis non Tekstual (Foto, Peta,
Gambar Teknik)

8.1.02.05.02.0001 Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif/
Statis non Tekstual (Foto,Peta,Gambar
Teknik)-Mengoreksi hasil deskripsi.

berkas 1.200
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8.1.02.05.02.0001 Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif/
Statis non Tekstual (Foto,Peta,Gambar
Teknik)-Mengoreksi hasil deskripsi foto
tidak beridentitas

berkas 1.500

8.1.02.05.02.0001 Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif/
Statis non Tekstual (Foto,Peta,Gambar
Teknik)-Mendiskripsi Arsip.

berkas 1.000

8.1.02.05.02.0001 Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif/
Statis non Tekstual (Foto,Peta,Gambar
Teknik)-Mendiskripsi Arsip foto tidak
beridentitas

berkas 1.200

1.8.4 Proses Alih Media

8.1.02.05.02.0001 Proses Alih Media-Proses Alih Media
Arsip Kertas Ke Microfilm 16 mm

reel/ 1200
ekspose

350.000

8.1.02.05.02.0001 Proses Alih Media.-Proses Alih Media
Arsip Video ke VCD

disk 140.000

8.1.02.05.02.0001 Proses Alih Media.-Proses Alih Media
Arsip Film keVideo

400 ft 200.000

1.8.5 Penggandaan Kaset Arsip C-60

8.1.02.05.02.0001 Penggandaan Kaset Arsip C-60-
Komersial

buah 40.000

8.1.02.05.02.0001 Penggandaan Kaset Arsip C-60-
Kepentingan Ilmiah

buah 20.000

1.8.6 Pembersihan dan Perawatan Arsip

8.1.02.05.02.0001 Pembersihan dan Perawatan Arsip-
Pembersihan dan PerawatanArsip Film

400 ft 10.000

8.1.02.05.02.0001 Pembersihan dan Perawatan Arsip-
Pembersihan dan Perawatan Negatif/
Positif Film

ekspose 150

1.8.7 Pemeliharaan Arsip tekstual

8.1.02.05.02.0001 Pemeliharaan Arsip tekstual-
Pembersihan Arsip.

boks 1.200

8.1.02.05.02.0001 Pemeliharaan Arsip tekstual-Labelisasi
Boks Arsip.

boks 600

1.8.8 Digitalisasi Dokumen/Bahan
Pustaka

8.1.02.05.02.0001 Digitalisasi Dokumen/ Bahan Pustaka-
Recovery Dokumen/ bahan pustaka

dokumen 15.000

8.1.02.05.02.0001 Digitalisasi Dokumen/ Bahan Pustaka-
Penelusuran Dokumen Sumber

dokumen 3.000

8.1.02.05.02.0001 Digitalisasi Dokumen/ Bahan Pustaka-
Mengalihmediakan Dokumen/ bahan
pustaka

dokumen 3.000

8.1.02.05.02.0001 Digitalisasi Dokumen/ Bahan Pustaka-
Memindai Dokumen/ bahan pustaka

lembar 25

8.1.02.05.02.0001 Digitalisasi Dokumen/ Bahan Pustaka-
Input Data

record 3.000

8.1.02.05.02.0001 Digitalisasi Dokumen/ Bahan Pustaka-
Desain Grafis

lembar 500

1.9 Biaya Santunan Pelayan Panti

1.9.1 Biaya Santunan Pelayan Panti

8.1.02.03.02.0012 Biaya Santunan Pelayan Panti-Santunan
Satu Orang Satu Hari (SOSH) Pelayan
Panti Swasta

Panti Swasta orang/ hari 7.150

8.1.02.03.02.0012 Biaya Santunan Pelayan Panti-Santunan
Satu Orang Satu Hari (SOSH) Pelayan
Panti Pemerintah

Panti Pemerintah orang/ hari 6.600
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1.11 Biaya Kegiatan Informasi
Komunikasi

1.11.1 Biaya Kegiatan Informasi
Komunikasi

8.1.02.02.01.0055 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Melalui Media Elektronik-Filler Di Televisi
National

Durasi 3 Menit kali 100.000.000

8.1.02.02.01.0055 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Melalui Media Elektronik-Biaya
Penayangan Feature National

Durasi 20 Menit Tayang 45.000.000

8.1.02.02.01.0055 Pembuatan Video Visual-Biaya Produksi
Spot/ Feature Audio Visual

Paket 20.000.000

8.1.02.02.01.0055 Pembuatan Video Visual-Pembuatan
Film

Paket/ 20-30
Menit

90.000.000

8.1.02.02.01.0055 Pembuatan Video Visual-Pembuatan
Film Profile

Paket/ 20
Menit

27.000.000

8.1.02.02.01.0055 Pembuatan Video Visual-Pembuatan
iklan/ spot Audio

Paket/ 30-60
Detik

15.000.000

8.1.02.02.01.0055 Pemuatan Media Cetak-Biaya sewa
tempat rubrik pada media cetak

Naskah 1.000.000

8.1.02.02.01.0055 Pemuatan Media Cetak-Pemuatan Blow
Up dimedia Cetak Halaman Umum

mm kolom/
BW

100.000

8.1.02.02.01.0055 Pemuatan Media Cetak-Pemuatan Blow
Up dimedia Cetak Halaman Utama

mm kolom/
BW

300.000

8.1.02.02.01.0055 Pemuatan Media Cetak-PengUmuman
Lelang Penjualan Barang Daerah

kali UP

8.1.02.02.01.0055 Pemuatan Media Cetak-Iklan Advertorial
Di Media Cetak Lokal

Terbit UP

8.1.02.02.01.0055 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Melalui Media Elektronik-Running Text
Di Televisi National

Durasi 5 Menit kali UP

8.1.02.05.02.0001 Biaya Dialog Interaktif Pejabat Negara
Honorarium Pembuat Transkrip Naskah
Dialog-Pembuat Transkrip Naskah Dialog

naskah 55.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Peliputan Sosialisasi Kebijakan
dan Hasil-hasil Pembangunan-Biaya
Peliputan Sosialisasi Kebijakan dan
Hasil-hasil Pembangunan

naskah 55.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran: Media
Online-Advetorial/ Publik di media

per tayang 5.000.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran: Media
Online-Blow up di media online

per klik berita 10.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Melalui Media Elektronik -Advertorial di
Televisi National

Durasi 5
Menit

140.000.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Melalui Media Elektronik-Biaya
Penayangan Feature Lokal

Durasi 20
Menit

10.000.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Melalui Media Elektronik-Biaya
Penayangan Spot Televisi Lokal

Durasi 15, 30,
45, 60 detik/

tayang

UP

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Melalui Media Elektronik-Biaya
Penayangan Spot Televisi Nasional

Durasi 15, 30,
45, 60 detik/

tayang

UP

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Melalui Media Elektronik-Televisi Lokal

Per 60 Menit
Luar Studio

30.000.000
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8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Melalui Media Elektronik-Televisi Lokal

Dialog
Interaktif 60
Menit Dalam

Studio

15.000.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Melalui Media Elektronik-Televisi
Nasional

Dialog
Interaktif 30

Menit

215.000.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Radio-Biaya Penyiaran Spot

Durasi 30
Detik

200.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Radio-Biaya Relay di Radio

Paket/ 60
menit

1.500.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Radio-Pelayanan informasi melalui
laporan langsung

Kegiatan 10.000.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Radio-Penyiaran Langsung

Dialog
Interaktif 120

Menit Luar
Studio

15.000.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penayangan dan Penyiaran:
Radio-Penyiaran Langsung

Dialog
Interaktif 60
Menit Dalam

Studio

5.000.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Pengelolaan News Room
Profesional Fee Pengumpul, Pengolah
dan Penyaji Naskah Berita-Pengumpul,
PenGolah dan Penyaji Naskah Berita

naskah 165.000

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penyusunan Analisis dan
Pendapat Umum-Pembuatan Jurnal
Analisis Berita Mingguan

bendel 27.500

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penyusunan Analisis dan
Pendapat Umum-Pembuatan Jurnal
Analisis Pendapat Umum

bendel 27.500

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penyusunan Analisis dan
Pendapat Umum-Pembuatan Kliping
Khusus Berita Aktual dan Menonjo

berkas 550

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penyusunan Analisis dan
Pendapat Umum-Pembuatan Kliping
Ringkasan Berita Harian

berkas 550

8.1.02.05.02.0001 Biaya Penyusunan Analisis dan
Pendapat Umum-Pembuatan Press
Release Sosialisasi Klasifikasi/
Penelusuran Berita

berkas 16.500

1.12 Biaya Penyelenggaraan
Pemeriksaan Kesehatan

1.12.1 General check up untuk Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan
DPRD di Rumah Sakit Pemerintah

8.1.02.02.01.0073 General check up untuk Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah dan DPRD

OK UP

1.12.2 Biaya Laboratorium untuk Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan
DPRD di Rumah Sakit Pemerintah

8.1.02.02.01.0073 Biaya Laboratorium untuk Kepala
Daerah, Wakil Kepala

OK UP

1.12.3 Test Psikologi

8.1.02.02.01.0073 Biaya Penyelenggaraan Pemeriksaan
Kesehatan: Test Psikologi-Untuk Staf

orang 165.000

8.1.02.02.01.0073 Biaya Penyelenggaraan Pemeriksaan
Kesehatan: Test Psikologi-Untuk Eselon
III - IV

orang 220.000
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8.1.02.02.01.0073 Biaya Penyelenggaraan Pemeriksaan
Kesehatan: Test Psikologi-Untuk Eselon
II

orang 275.000

1.12.4 Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon
Bupati dan Wakil Bupati

8.1.02.02.01.0073 Biaya Penyelenggaraan Pemeriksaan
Kesehatan: Pemeriksaan Kesehatan
Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati-
Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon

Di Rumah Sakit
Pemerintah Type A

Paket/ Paslon UP

1.13 Biaya Listrik/ Telepon/ PDAM/
Internet/ Surat Kabar

1.13.1 Biaya Listrik/ Telepon/ PDAM/
Internet/ Surat Kabar

8.1.02.02.01.0059 Biaya Telepon Bulan UP
8.1.02.02.01.0060 Biaya PDAM Bulan UP
8.1.02.02.01.0061 Biaya Listrik Bulan UP
8.1.02.02.01.0062 Biaya Surat Kabar Bulan UP
8.1.02.02.01.0063 Biaya Internet Bulan UP
8.1.02.02.11.0008 Biaya Pulsa All Operator Bulan UP
1.14 Kegiatan Bantuan Hukum kepada

Masyarakat Miskin

1.14.1 Kegiatan Bantuan Hukum kepada
Masyarakat Miskin

8.1.02.02.01.0029 Kegiatan Bantuan Hukum kepada
Masyarakat Miskin-Non Litigasi

Kasus 1.000.000

8.1.02.02.01.0029 Kegiatan Bantuan Hukum kepada
Masyarakat Miskin-Litigasi

Kasus 2.000.000

1.15 Hadiah Perlombaan dan Kejuaran

1.15.1 Hadiah Perlombaan dan Kejuaran

8.1.02.03.02.0012 Hadiah Perlombaan Bidang Kesehatan
Tingkat Kabupaten-Juara I

Kelompok Kali 3.000.000

8.1.02.03.02.0012 Hadiah Perlombaan Bidang Kesehatan
Tingkat Kabupaten-Juara I

Perorangan Kali 2.000.000

8.1.02.03.02.0012 Hadiah Perlombaan Bidang Kesehatan
Tingkat Kabupaten-Juara II

Kelompok Kali 2.500.000

8.1.02.03.02.0012 Hadiah Perlombaan Bidang Kesehatan
Tingkat Kabupaten-Juara II

Perorangan Kali 1.750.000

8.1.02.03.02.0012 Hadiah Perlombaan Bidang Kesehatan
Tingkat Kabupaten-Juara III

Perorangan Kali 1.500.000

8.1.02.03.02.0012 Hadiah Perlombaan Bidang Kesehatan
Tingkat Kabupaten-Juara III

Kelompok Kali 2.000.000

8.1.02.03.02.0012 Hadiah Perlombaan Bidang Kesehatan
Tingkat Kecamatan-Juara I

Perorangan Kali 750.000

8.1.02.03.02.0012 Hadiah Perlombaan Bidang Kesehatan
Tingkat Kecamatan-Juara I

Kelompok Kali 1.500.000

8.1.02.03.02.0012 Hadiah Perlombaan Bidang Kesehatan
Tingkat Kecamatan-Juara II

Kelompok Kali 1.000.000

8.1.02.03.02.0012 Hadiah Perlombaan Bidang Kesehatan
Tingkat Kecamatan-Juara II

Perorangan Kali 600.000

8.1.02.03.02.0012 Hadiah Perlombaan Bidang Kesehatan
Tingkat Kecamatan-Juara III

Perorangan Kali 500.000

8.1.02.03.02.0012 Hadiah Perlombaan Bidang Kesehatan
Tingkat Kecamatan-Juara III

Kelompok Kali 750.000

8.1.02.05.01.0001 Duta Wisata Tk. Kabupaten-Juara Atribut
Pa/ Pi

OK 2.500.000
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8.1.02.05.01.0001 Duta Wisata Tk. Kabupaten Juara I Pa/ Pi OK 7.500.000
8.1.02.05.01.0001 Duta Wisata Tk. Kabupaten Juara II Pa/ Pi OK 5.500.000
8.1.02.05.01.0001 Duta Wisata Tk. Kabupaten Juara III Pa/ Pi OK 4.000.000
8.1.02.05.01.0001 Hadiah bulan bakti gotong royong Juara I lokasi 8.000.000
8.1.02.05.01.0001 Hadiah bulan bakti gotong royong Juara 2 lokasi 6.000.000
8.1.02.05.01.0001 Hadiah bulan bakti gotong royong Juara III lokasi 4.000.000
8.1.02.05.01.0001 Hadiah Lomba Desa/ Kelurahan-Juara 1 lokasi 12.000.000
8.1.02.05.01.0001 Hadiah Lomba Desa/ Kelurahan-Juara 2 lokasi 10.000.000
8.1.02.05.01.0001 Hadiah Lomba Desa/ Kelurahan-Juara 3 lokasi 8.000.000
8.1.02.05.01.0001 Hadiah Pemuda pelopor-Peringkat I orang 3.000.000
8.1.02.05.01.0001 Hadiah Pemuda pelopor-Peringkat II orang 2.000.000
8.1.02.05.01.0001 Hadiah Pemuda pelopor-Peringkat III orang 1.000.000
8.1.02.05.01.0001 Juara Akademis dan non akademis-Juara

Paralel SD SMP
Juara pararel SD/ MI

negeri / swasta
OK 200.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Akademis dan non akademis-Juara
Paralel SD SMP

Juara pararel SMP
negeri / swasta

OK 250.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Akademis dan non akademis-
Tingkat Nasional-Juara 1

orang 4.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Akademis dan non akademis-
Tingkat Nasional-Juara 2

orang 3.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Akademis dan non akademis-
Tingkat Nasional-Juara 3

orang 2.500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Akademis dan non akademis-
Tingkat Provinsi-Juara 1

orang 2.500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Akademis dan non akademis-
Tingkat Provinsi-Juara 2

orang 2.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Akademis dan non akademis-
Tingkat Provinsi-Juara 3

orang 1.500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Lomba Olahraga-PORPROV Peraih Emas, Beregu (4
Atlet)

Orang 20.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Lomba Olahraga-PORPROV Peraih Perunggu,
Beregu (4 Atlet)

Orang 7.500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Lomba Olahraga-PORPROV Peraih Perak, Beregu (4
Atlet)

Orang 12.500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Lomba Olahraga-PORPROV Peraih Emas, Beregu (6
Atlet)

Orang 15.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Lomba Olahraga-PORPROV Peraih Perak, Beregu (6
Atlet)

Orang 10.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Lomba Olahraga-PORPROV Peraih Perunggu,
Beregu (6 Atlet)

Orang 6.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Lomba Olahraga-PORPROV Peraih Emas, Beregu >
10 Atlet

Orang 10.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Lomba Olahraga-PORPROV Peraih Perak, Beregu >
10 Atlet

Orang 5.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Lomba Olahraga-PORPROV Peraih Perunggu,
Beregu > 10 Atlet

Orang 2.500.000

8.1.02.05.01.0001 Lari Kajen 10 K Juara 1, Umum Orang 3.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lari Kajen 10 K Juara 2, Umum Orang 2.500.000
8.1.02.05.01.0001 Lari Kajen 10 K Juara 3, Umum Orang 2.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lari Kajen 10 K Juara 4, Umum Orang 1.500.000
8.1.02.05.01.0001 Lari Kajen 10 K Juara 1, Pelajar Orang 1.500.000
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8.1.02.05.01.0001 Lari Kajen 10 K Juara 3, Pelajar Orang 800.000
8.1.02.05.01.0001 Lari Kajen 10 K Juara 5, Pelajar Orang 400.000
8.1.02.05.01.0001 Lari Kajen 10 K Juara 6, Pelajar Orang 200.000
8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat

Kabupaten
Juara I Tahfidz 10 Juz Kali 1.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara II Tahfidz 10 Juz Kali 850.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara III Tahfidz 10 Juz Kali 750.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara I Tahfidz 20 Juz Kali 1.500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara II Tahfidz 20 Juz Kali 1.250.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara III Tahfidz 20 Juz Kali 1.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara I Tahfidz 30 Juz Kali 2.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara II Tahfidz 30 Juz Kali 1.500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara III Tahfidz 30 Juz Kali 1.250.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara I Tahfidz 1 Juz Kali 700.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara II Tahfidz 1 Juz Kali 600.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara III Tahfidz 1 Juz Kali 500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara I Tahfidz 5 Juz Kali 800.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara II Tahfidz 5 Juz Kali 700.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kabupaten

Juara III Tahfidz 5 Juz Kali 600.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara I, Perorangan,
Tahfidz 20 Juz

Orang 1.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara II Perorangan,
Tahfidz 20 Juz

Orang 750.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara III Perorangan,
Tahfidz 20 Juz

orang 500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara I Perorangan,
Tahfidz 10 Juz

Orang 750.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara II Perorangan,
Tahfidz 10 Juz

Orang 600.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara III Perorangan,
Tahfidz 10 Juz

Orang 500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara I Perorangan,
Tahfidz 1 Juz

Orang 500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara II Perorangan,
Tahfidz 1 Juz

Orang 400.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara III Perorangan,
Tahfidz 1 Juz

Orang 300.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara I Perorangan,
Tahfidz 5 Juz

Orang 500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara II Perorangan,
Tahfidz 5 Juz

Orang 400.000
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8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara III Perorangan,
Tahfidz 5 Juz

Orang 300.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara I Perorangan,
Tahfidz 30 Juz

Orang 1.500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara II Perorangan,
Tahfidz 30 Juz

Orang 1.000.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tahfidz MTQ/ STQ/ MHQ-Tingkat
Kecamatan

Juara III Perorangan,
Tahfidz 30 Juz

Orang 750.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tilawah / Tartil MTQ/ STQ/ MHQ-
Tingkat Kabupaten

Juara I Kali 700.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tilawah / Tartil MTQ/ STQ/ MHQ-
Tingkat Kabupaten

Juara II Kali 600.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tilawah / Tartil MTQ/ STQ/ MHQ-
Tingkat Kabupaten

Juara III Kali 500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tilawah / Tartil MTQ/ STQ/ MHQ-
Tingkat Kecamatan

Juara I Perorangan Orang 500.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tilawah / Tartil MTQ/ STQ/ MHQ-
Tingkat Kecamatan

Juara II Perorangan Orang 400.000

8.1.02.05.01.0001 Juara Tilawah / Tartil MTQ/ STQ/ MHQ-
Tingkat Kecamatan

Juara III Perorangan Orang 300.000

8.1.02.05.01.0001 Kegiatan Syawalan Juara 1 kec 7.500.000
8.1.02.05.01.0001 Kegiatan Syawalan Juara 2 kec 5.500.000
8.1.02.05.01.0001 Kegiatan Syawalan Juara 3 kec 4.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Bagi Pengelola Arsip SKPD Juara I Kali 750.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Bagi Pengelola Arsip SKPD Juara II Kali 700.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Bagi Pengelola Arsip SKPD Juara III Kali 650.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bagi Pengelola Arsip SKPD Juara Harapan I Kali 600.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Bagi Pengelola Arsip SKPD Juara Harapan II Kali 550.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Bagi Pengelola Arsip SKPD Juara Harapan III Kali 500.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Bercerita/ Puisi/ Mendongeng Juara I Kali 2.500.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Bercerita/ Puisi/ Mendongeng Juara II Kali 2.250.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Bercerita/ Puisi/ Mendongeng Juara III Kali 2.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Bercerita/ Puisi/ Mendongeng Harapan I Kali 1.500.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Bercerita/ Puisi/ Mendongeng Harapan II Kali 1.250.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Bercerita/ Puisi/ Mendongeng Harapan III Kali 1.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Olahraga Tingkat

Kecamatan
Juara 1, Perorangan Orang /

Kegiatan
750.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Olahraga Tingkat
Kecamatan

Juara 2, Perorangan Orang /
Kegiatan

500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Olahraga Tingkat
Kecamatan

Juara 3, Perorangan Orang /
Kegiatan

350.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Olahraga Tingkat
Kecamatan

Juara 1, Beregu Orang /
Kegiatan

1.500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Olahraga Tingkat
Kecamatan

Juara 2, Beregu Orang /
Kegiatan

1.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Olahraga Tingkat
Kecamatan

Juara 3, Beregu Orang /
Kegiatan

750.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Pendidikan/ Kebudayaan/
Kesenian-Tingkat Kabupaten

Juara I Perorangan Kali 3.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Pendidikan/ Kebudayaan/
Kesenian-Tingkat Kabupaten

Juara II Perorangan Kali 2.000.000
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8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Pendidikan/ Kebudayaan/
Kesenian-Tingkat Kabupaten

Juara III Perorangan Kali 1.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Pendidikan/ Kebudayaan/
Kesenian-Tingkat Kabupaten

Juara Harapan I
Perorangan

Kali 500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Pendidikan/ Kebudayaan/
Kesenian-Tingkat Kabupaten

Juara Harapan II
Perorangan

Kali 350.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Pendidikan/ Kebudayaan/
Kesenian-Tingkat Kabupaten

Juara Harapan III
Perorangan

Kali 250.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Pendidikan/ Kebudayaan/
Kesenian-Tingkat Kabupaten

Juara I Festival durian orang 7.500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Pendidikan/ Kebudayaan/
Kesenian-Tingkat Kabupaten

Juara II Festival durian orang 5.500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Pendidikan/ Kebudayaan/
Kesenian-Tingkat Kabupaten

Juara III Festival durian orang 4.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Pendidikan/ Kebudayaan/
Kesenian-Tingkat Kabupaten

Juara II Beregu Kali 2.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Pendidikan/ Kebudayaan/
Kesenian-Tingkat Kabupaten

Tumpeng durian
Terbaik Tk. Desa

tim 1.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Pendidikan/ Kebudayaan/
Kesenian-Tingkat Kabupaten

Lomba gunungan kegiatan 2.500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Perindustrian/
Perdagangan/ Koperasi

Juara I OK 3.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Perindustrian/
Perdagangan/ Koperasi

Juara II OK 2.500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Bidang Perindustrian/
Perdagangan/ Koperasi

Juara III OK 2.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal
Beragam, Bergizi, seimbang dan aman

Juara I Tingkat
Kelurahan/ Desa

Orang /
Kegiatan

750.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal
Beragam, Bergizi, seimbang dan aman

Juara II Tingkat
Kelurahan/ Desa

Orang /
Kegiatan

500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal
Beragam, Bergizi, seimbang dan aman

Juara III Tingkat
Kelurahan/ Desa

Orang /
Kegiatan

300.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal
Beragam, Bergizi, seimbang dan aman

Juara I Tingkat
Kecamatan

Orang /
Kegiatan

1.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal
Beragam, Bergizi, seimbang dan aman

Juara II Tingkat
Kecamatan

Orang /
Kegiatan

750.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal
Beragam, Bergizi, seimbang dan aman

Juara III Tingkat
Kecamatan

Orang /
Kegiatan

500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal
Beragam, Bergizi, seimbang dan aman

Juara I, Tingkat
Kabupaten, Olahan

makanan perikanan,
pertanian dan
perkebunan

Kali 2.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal
Beragam, Bergizi, seimbang dan aman

Juara II, Tingkat
Kabupaten, Olahan

makanan perikanan,
pertanian dan
perkebunan

Kali 1.750.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal
Beragam, Bergizi, seimbang dan aman

Juara III, Tingkat
Kabupaten, Olahan

makanan perikanan,
pertanian dan
perkebunan

Kali 1.500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal
Beragam, Bergizi, seimbang dan aman

Harapan I, Tingkat
Kabupaten, Olahan

makanan perikanan,
pertanian dan
perkebunan

Kali 1.250.000
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8.1.02.05.01.0001 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal
Beragam, Bergizi, seimbang dan aman

Harapan II, Tingkat
Kabupaten, Olahan

makanan perikanan,
pertanian dan
perkebunan

Kali 1.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal
Beragam, Bergizi, seimbang dan aman

Harapan III, Tingkat
Kabupaten, Olahan

makanan perikanan,
pertanian dan
perkebunan

Kali 500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Kepemudaan Kelompok Peringkat I kelompok 5.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Kepemudaan Kelompok Peringkat II kelompok 3.500.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Kepemudaan Kelompok Peringkat III kelompok 2.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Kepemudaan Perorangan Peringkat I orang 3.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Kepemudaan Perorangan Peringkat II orang 2.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Kepemudaan Perorangan Peringkat III orang 1.500.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Kreanova dan Riset Daerah Pemenang I (Lomba

Krenova)
OK 6.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Kreanova dan Riset Daerah Pemenang II (Lomba
Krenova)

OK 4.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Kreanova dan Riset Daerah Pemenang 3 (Lomba
Riset Daerah)

OK 15.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Kreasi Resep Pangan Lokal
(KRPL)

Juara I Kali 2.500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Kreasi Resep Pangan Lokal
(KRPL)

Juara II Kali 2.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Kreasi Resep Pangan Lokal
(KRPL)

Juara III Kali 1.500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Kudapan Juara I Kali 2.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Kudapan Juara II Kali 1.750.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Kudapan Juara III Kali 1.500.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Kudapan Harapan I Kali 1.250.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Kudapan Harapan II Kali 1.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Kudapan Harapan III Kali 500.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Menulis Artikel/ Karya Ilmiah Juara I Kali 4.500.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Menulis Artikel/ Karya Ilmiah Juara II Kali 4.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Menulis Artikel/ Karya Ilmiah Juara III Kali 3.500.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Menulis Artikel/ Karya Ilmiah Juara Harapan I Kali 3.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Menulis Artikel/ Karya Ilmiah Juara Harapan II Kali 2.750.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Menulis Artikel/ Karya Ilmiah Juara Harapan III Kali 2.500.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Tata Upacara Bendera Baris

berbaris
Peringkat I kelompok 3.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Tata Upacara Bendera Baris
berbaris

Peringkat II kelompok 2.500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Tata Upacara Bendera Baris
berbaris

Peringkat III kelompok 2.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Tertib Arsip/ Perpustakaan Hadiah Juara I Kali 7.500.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Tertib Arsip/ Perpustakaan Hadiah Juara II Kali 3.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Tertib Arsip/ Perpustakaan Hadiah Juara III Kali 2.500.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Tertib Arsip/ Perpustakaan Hadiah Harapan I Kali 2.000.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Tertib Arsip/ Perpustakaan Hadiah Harapan II Kali 1.750.000
8.1.02.05.01.0001 Lomba Tertib Arsip/ Perpustakaan Hadiah Harapan III Kali 1.500.000
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8.1.02.05.01.0001 Lomba Usaha Ekonomi Masyarakat
(UEM)

Juara I Kali 5.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Usaha Ekonomi Masyarakat
(UEM)

Juara II Kali 4.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Usaha Ekonomi Masyarakat
(UEM)

Juara III Kali 3.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Usaha Ekonomi Masyarakat
(UEM)

Juara IV Kali 2.000.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Usaha Ekonomi Masyarakat
(UEM)

Juara V Kali 1.500.000

8.1.02.05.01.0001 Lomba Usaha Ekonomi Masyarakat
(UEM)

Juara VI Kali 1.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Nasional

Juara I Perorangan Kali 3.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Nasional

Juara II Perorangan Kali 2.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Nasional

Juara III Perorangan Kali 1.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Nasional

Juara I Beregu (2-5
Atlet)

Kali 5.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Nasional

Juara II Beregu (2-5
Atlet)

Kali 4.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Nasional

Juara III Beregu (2-5
Atlet)

Kali 3.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Nasional

Juara I Beregu (6-10
Atlet)

Kali 6.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Nasional

Juara II Beregu (6-10
Atlet)

Kali 5.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Nasional

Juara III Beregu (6-10
Atlet)

Kali 4.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Nasional

Juara I Beregu (11-20
Atlet)

Kali 10.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Nasional

Juara II Beregu (11-20
Atlet)

Kali 8.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Nasional

Juara III Beregu (11-20
Atlet)

Kali 6.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Regional/ Provinsi

Juara I Perorangan Kali 2.000.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Regional/ Provinsi

Juara II Perorangan Kali 1.500.000

8.1.02.05.01.0001 Penghargaan Bagi Insan Olahraga pada
Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)-
Tingkat Regional/ Provinsi

Juara III Perorangan Kali 1.000.000
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